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RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek lthpeshatikan, jika
Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidakampu mengatasi
penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek sednaalam Appendix
Konvensi CITES Convention on International Trade in Endangered ¢ of
Wild Fauna and Flora selanjutnya disingkat menjadi Konvensi CITES, eker
dirasa sangat merugikan bagi devisa negara. Heghliat dikarenakan pada satu
sisi peraturan yang mendukung pelestarian tumbw@mggrek harus di patuhi
karena pelestarian telah menjadi isu global tetdipisi lain ternyata terjadi
penyelundupan perdagangan tumbuhan anggrek sertgakbakendala yang
dihadapi dalam masalah kegiatan ekspor yang hasisas dengan ketentuan
perdagangan tumbuhan anggrek internasional yangyawankepada ketentuan
Konvensi CITES.

Penelitian ini mengangkat beberapa masalah: 1. #@#paknggrek
merupakan jenis tumbuhan alam hayati yang perindiihgi pemanfaatannya;
2. Apakah peraturan tentang komoditas ekspor tuaramggrek sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES; dan 3. Ppnsipakah yang dapat
melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tuarbahggrek.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam peia@litesis ini adalah :
1. Untuk mengkaji dan menganalisis anggrek seljaga tumbuhan alam hayati
agar dilindungi dalam pemanfaatannya; 2. Untuk rkajigdan menganalisis
kesesuaian prinsip-prinsip dasar antara peratenatarig perdagangan tumbuhan
anggrek di Indonesia dengan prinsip-prinsip dasanv€nsi CITES sebagai
peraturan perdagangan tumbuhan anggrek interndsaara 3. Untuk mengkaji
dan menganalisis prinsip yang melindungi pemanfa&tanoditas perdagangan
tumbuhan anggrek.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metodedigunormatif,
dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dbadgegan. Bahan hukum
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bdh&um sekunder,
kemudian menganalisis dengan menggunakan metodrprietasi, argumentasi
hukum dan logika hukum dengan berpegang pada leaistét iimu hukum $ui
generis.

Hasil pembahasan bahwa sebagai salah satu neggeag telah
meratifikasi Konvensi CITES, Indonesia berkewajibamtuk menerapkan
ketentuan-ketentuan Konvensi CITES tersebut. Bkaidengan penerapan
tersebut, maka akan terlihat dengan cara bagainReraerintah Indonesia
mentransformasi ketentuan-ketentuan Konvensi CIKESlalam hukum positif
Indonesia. Untuk melihat praktek tersebut, penoisngkaji dan menganalisis
sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam Konvensi £ITE terapkan dalam
melakukan kegiatan perdagangan tumbuhan anggrekndapaya pemanfaatan
sumber daya alam hayati secara lestari baik pengagadi dalam negeri maupun
ke luar negeri/ekspor.

Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia dalam pardgmn tumbunan
anggrek telah diatur sesuai dengan Undang-undangoNb Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemygag selanjutnya
disingkat dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merapakdang-undang yang
secara khusus mengatur pelestarian tumbuhan daa $mserta ekosistemnya,



dan mengklasifikasikan tumbuhan anggrek menjadi dotongan, yaitu :
tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undangtukak dilindungi undang-
undang. Sedangkan dalam Konvensi CITES tumbuhamgrekgdigolongkan
dalam Appendix | dan Il, sesuai ketentuan KonvélH3ES pelanggaran terhadap
perdagangan tumbuhan anggrek yang termasuk dalagmendlix CITES harus
dikenakan sanksi. Namun menurut UU Nomor 5 Tahufi019anksi hanya
dikenakan kepada pelanggar perdagangan tumbuhagrekngang dilindungi
undang-undang, sedangkan tumbuhan anggrek yang didiadungi undang-
undang belum ada sanksinya. Dengan perbedaanpopesiggolongan tersebut
menimbulkan perlindungan hukum terhadap perdagatugabuhan anggrek tidak
konsisten dalam pelaksanaan Konvensi CITES di lesian Pembagian
penggolongan mengenai status perlindungan hukumadap tumbuhan anggrek
disarankan disesuaikan dengan ketentuan Konvedt%;lsehingga ketentuan
perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaataber daya alam
hayati secara lestari antara ketentuan nasionahtiermasional dapat sejalan.
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ABSTRACT

Protection of law to orchid plant must be paid rtit, if Indonesia assumed by
international world unable to overcome smugglingiougs orchid plant types

included in Appendix CITES Convention, because feltdly harms for state's

stock exchange. The thing because of by one regulatdes that is supporting
conservation of orchid plant must in obeying beeacsnservation has become
global issue but side to be other simply happemednecerce smuggling of orchid

plant and many constraints faced in export actipitgblem which must pursuant
to commerce of international orchid plant referriagule CITES Convention.

Purpose of in research of this thesis is to stuay analyses : orchid as nature
plant type involves to be protected in its expiajti concordance of elementary
principles between regulations about commerce dhidrplant in Indonesia with
base principles CITES Convention as regulation @hmerce of international
orchid plant; and principle protecting exploiting commerce commodity of
orchid plant. This research method applies methaddis normatif, with law
approach, conceptual, and comparison. Law mateqglied is primary law
material and secondary law material, then analysgsusing interpretation
method, argument of law and law logic by standingoru law science
characteristic (sui generis).

Result of solution that as one of state which tasication convention CITES,
Indonesia is obliged to apply rule of CITES Convemt Relates to the applying,
hence will seen by the way of how the Governmerarttiogonal transformation
Indonesia of rule of CITES Convention into positlag of Indonesia. To see the
practice, writer studies and analyses how far gious in CITES Convention in
applying in doing commercial activity of orchid ptain the effort exploiting of
natural resources involves everlastingly either marce inside the country and
also exports.

Execution of Convention CITES in Indonesia in comeeeof orchid plant has
been arranged as according to LAW NO. 5 The ye@0 tassifying orchid plant
to become two factions, that is : orchid plant pctéd by law and is not protected
law. While in CITES Convention orchid plant clagsif in Appendix | and II,
according to rule of CITES Convention collision commerce of orchid plant
which included in Appendix CITES must be sanctionBdt according to Law
Number 5 The year 1990 sanctions only be imposetbtomerce trespasser of
orchid plant protected, while orchid plant thahat protected has not there are its
transformation. With difference of the classificatiprinciple generates protection
of law to commerce of orchid plant is not consisten execution of CITES
Convention in Indonesia. Statutory classificatiovision of protection of law to
orchid plant is suggested adapted for rule CITE&vention, so that commerce
rule of orchid plant in the effort exploiting of tu@al resources involves
everlastingly between national and internationEs®@arned in parallel.

Key words: protection of law, exploiting, commeroechid plant.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Bsay&an berupa sumber
daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perair@upun di udara yang merupakan
modal dasar pembangunan nasional di segala biddodal dasar sumber daya alam
tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikadan dimanfaatkan secara optimal bagi
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khusuanyautu kehidupan manusia pada
umumnya menurut cara yang menjamin keserasianjakasan, dan keseimbangan,
baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya,aantanusia dengan masyarakat
maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Pexgelsumber daya alam hayati
dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasabté pada hakikatnya merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional yangeklmmjutan sebagai pengamalan
Pancasila.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakgian terpenting dari
sumber daya alam yang terdiri dari alam hewanmalabati ataupun berupa fenomena
alam, baik secara masing-masing maupun bersama-saemapunyai fungsi dan
manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidapg Jkehadirannya tidak dapat

diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat digalain mempunyai kedudukan serta



peranan penting bagi kehidupan manusia, maka ukayservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajibateitiap generasi.

Sumber daya alam hayati mempunyai sifat yang luas thenyangkut
kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka kpaservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawabke@ajiban pemerintah serta
masyarakat. Peran serta masyarakat diarahkan daraklkan oleh pemerintah melalui
kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Reateberkewajiban meningkatkan
pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalagkeasadar konservasi.

Konservasi tumbuhan di Indonesia mengalami tantangag sangat berat.
Berbagai bencana yang tidak dapat dihindari bettutii menerpa, kebakaran hutan
yang disengaja maupun tidak disengaja, penebang@m lyang tidak terkendali yang
mengakibatkan banjir, longsor serta penjarahan sHadbisan hutan di Indonesia
menambah lengkap masalah yang ada. Tumbuhan angamgkumumnya tumbuh di
hutan dataran rendah sampai sedang secara langskega dampaknya sehingga bagi
banyak jenis yang penyebarannya terbatas (endemséiarang diperkirakan sudah
punah di tempat aslinya.

Bencana tidak dapat kita cegah, akan tetapi hutany ylibakar dengan dalih
pengembangan tanaman yang bernilai ekonomi temékudlian tanpa pertimbangan
yang jauh ke depan, memang sangat disesalkan. &weg@b hutan hanya

menguntungkan segelintir orang. Tambahan lagi kecarpihak luar terhadap

! Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tgrianservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.



kelestarian tumbuhan anggrek bahkan menjadi isbagigang menyangkut macetnya

kucuran pinjaman hutang kepada Indonésia.

Tumbuhan anggrek yang diperkirakan mempunyai 25j@08 alam ditambah
dengan 110.000 jenis hibrida yang telah resmi tata#i Royal Horticultural Society
menjadikan tumbuhan anggrek adalah jenis tumbulag ypaling banyak macamnya.
Setiap tahunnya lebih dari 3.000 jenis hibrida bdidaftarkan. Keragaman bunganya
serta kemampuan tumbuhnya yang demikian luas mabiah penggemar tumbuhan
anggrek semakin banyak penggemarnya di seluruhaddnimbuhan anggrek juga
merupakan tumbuhan yang paling terancam keberagaaienurut kelompok yang
menangani anggrekOfchid Specialist Group dalam komisi penyelematan jenis
(Species Survival Commiss)atari IUCN (nternational Union for The Conservation of
Natural Resourcgs untuk perlindungan dan pelestarian alam, ancaneahadap
tumbuhan anggrek secara umum diakui disebabkara@t@htas manusia yaitu :

1. Perubahan atau rusaknya habitat tumbuhan andgmék rusak total, berubah
bentuknya menjadi daerah penebangan untuk dijadieéian pertanian atau
pemukiman, pertambangan maupun terjadinya fragreieimditat.

2. Pengambilan dari alam untuk diperdagangkankkotian untuk kegunaan lainnya.

Akibat tindakan manusia yang pertama adalah hilgageluruh jenis dari dari
dalam satu kawasan. Jika habitat tersebut merupsdtansatunya tempat penyebaran
satu jenis tumbuhan anggrek tentu akan kepunahag verjadi. Akibat tindakan
manusia yang kedua adalah hilangnya jenis tumbwraggrek di banyak tempat,

terutama yang laku dijual dan predikat ini melgkatla penggemar tumbuhan anggrek

2 Irawati, Konservasi Anggrek di IndonesiBalitbang Botani, Puslitbang Biologi-LIPI, Bog&@001, hal.
18-19.



termasuk di Indonesia. Sebenarnya kegiatan pendampgumbuhan anggrek untuk
diperdagangkan sudah berjalan lama, akan tetapimbalianggap menyebabkan
kepunahan tumbuhan anggrek. Akhir-akhir ini dil&aor oleh ‘Species Survival
Commissioh dari IUCN, beberapa jenis penting yang mempurpaiyebaran sempit
telah punah di alamektinck in the wild=EW yaitu Phalaenopsis javanicdJawa
Barat), Cymbidium rectum(Semenanjung MalaysiaRaraphalaenopsis lahukensis,
Renanthera bellalan Dimorphorchis rossii(Sabah) (catatan : dua jenis terakhir yang
mempunyai penyebaran sebagian besar sangat terbattes banyak dicari untuk
diperdagangkan adaldPaphiopedilumoleh karena itu perdagangan internasionalnya
dilarang sejak 1 Juni 1975, dalam suatu kesepalkatmasional yang dikenal dengan
Konvensi CITES.

Jika hal-hal tersebut diatas diperhatikan, makas&orasi keanekaragaman
hayati harus mendapat prioritas utama dalam medghinterjadinya kepunahan
tumbuhan dan satwa liar. Salah satu upaya untukcegam kepunahan jenis-jenis
tumbuhan anggrek tersebut di atas, adalah dengdmdomgan dan pengendalian
terhadap pemanfaatannya yang utama adalah perdaga®gcara khusus perdagangan
baik legal maupun illegal sebagai penyebab terbksdua terancamnya jenis harus
dikendalikan dengan ketat. Salah satu alat pengiandéersebut adalah melalui
Konvensi Kontrol Perdagangan Internasional, yarsghlit sebagai Konvensi CITES
dalam rangka mendukung keberlajutan populasi dhakonvensi CITES merupakan
kesepakatan yang disusun pada suatu Konferenarbgiik di Washington D.C. pada
tanggal 3 Maret 1973 dan diubah di Bonn pada tdriZ@yduni 1979 yang dihadiri oleh

88 negara sehingga konvensi ini juga disebut séb¥gashington Convention.



Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodywerkEih memiliki komitmen untuk
melastarikan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liag yala secara berkelanjutan
dengan meratifikasi Konvensi CITES melalui Keputugaesiden Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1978, yang selanjutnya membawa koessi perdagangan
tumbuhan dan satwa liar yang dilaksanakan Pemhbrilmtdonesia harus mengikuti
ketentuan-ketentuan Konvensi CITES.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU Nomor Budal990 untuk
melindungi tumbuhan alam dan satwa liar serta aabyit termasuk tumbuhan anggrek.
Ditetapkannya banyak kawasan konservasisitu merupakan salah satu usaha
konservasi. Saat ini mempertahankan kawasan kaseidak mudah, karena tingkat
pendidikan masyarakat yang relatif rendah ditantaghdengan tekanan ekonomi yang
terjadi akhir-akhir ini. Tidak heran hampir setiagri terdengar berita tentang kerusakan
kawasan lindung. Kawasan-kawasan konservasi masgoth oleh pemerintah pusat,
tetapi benturan-benturan dengan kepentingan laimladirah masih banyak terjadi.
Kawasan konservagix-situseperti kebun raya atau kebun koleksi diharapkanjade
pelengkap bagi jenis-jenis tumbuhan anggrek yalegtdirikan secara-situ.

Penggemar tumbuhan anggrek yang mempunyai kolegai penting perannya
dalam konservasx-situ,karena justru penggemar tumbuhan anggreklah yamgpona
memelihara koleksinya dengan baik serta memperliagga bahkan dengan
memperjual belikan hasil perbanyakkan diharapkapatdaecara langsung menekan
pencarian tumbuhan anggrek di alam. Sikap bijakt@fah dianut para penggemar

anggrek di luar negeri. Dengan memperbanyak jemisjtumbuhan anggrek unggul

% Tonny Soehartono, Ani Mardiastufelaksanaan Konvensi CITES di Indonesiapan International
Cooperation Agency (JICA), Jakarta, 2003, hal. 11.



yang telah dibandingkan yang ada di alam sertapnegai daya adaptasi lebih baik
jika dibudidayakan selain kualitasnya jelas, kenkimgn hidup juga lebih besar.

Penyikapan terhadap ratifikasi Konvensi CITES bany&ndapat kritik karena
dianggap tidak langsung melestarikan suatu jenmigotinan anggrek. Batasan-batasan
dalam perdagangan internasional ini dirasakan s$angengganggu dalam daftar
perdagangan tumbuhan anggrek, terutama karenaisefetuarga tumbuhan anggrek
masuk dalam daftar Appendix Il. Padahal tidak setwmabuhan anggrek termasuk
dalam kelompok yang “endangered”, akan tetapi banjmis-jenis yang sukar
dibedakan satu dengan lainnya, terutama jika tidekbunga, maka untuk tidak
mengambil resiko, seluruh keluarga tumbuhan angdimksukkan dalam Appendix Il.
Bagi yang peduli pelestarian Konvensi CITES diapgdapat sedikitnya menghambat
kepunahan jenis tumbuhan anggrek. Dengan adanyaeienCITES, penyelundupan
mungkin lolos dari suatu negara tetapi akan merndagabatan di negara penerima
anggota Konvensi CITES lainnya.

Pemantauan peredaran perdagangan satwa dan tumdudpgnek juga dibantu
oleh Polisi Internasional sehingga komunikasi amtagara dapat dengan cepat
dikiimkan. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LShélik lokal maupun
internasional yang berkecimpung di bidang pelemtayiang ikut memantau kelestarian
tumbuhan dan satwa. Salah satu yang khusus mengdalalntas peredaran
perdagangan tumbuhan dan satwa adalah TRAFFIC, mangpunyai cabang di semua
anggota CITES termasuk di Indonesia. Pelanggarag i&rus menerus dilakukan dan
tidak dapat diatasi suatu negara akan mengakibgi&krangan totalTotal Bannej

bagi perdagangan internasional dari suatu negapabil Pemerintah Indonesia



dianggap oleh dunia internasional tidak mampu m@sggenyelundupan berbagai
jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam AppentdixXCITES misalnya,
pelanggaran total perdagangan akan berlaku bagiss&umbuhan dan juga satwa yang
berasal dari Indonesia. Hal ini beberapa kali hardgerlakukan kepada Indonesia
pada perdagangan tumbuhan maupun satwa. Penyeamggrdagangan tumbuhan
dan satwa dari Indonesia yang dilindungi ini njairterbesar setelah perdagangan obat
bius dan perdagangan senjata illegal.

Peratifikasian Konvensi CITES dalam pelaksanaardggamgan tumbuhan
anggrek, otomatis Indonesia wajib mengikuti ketantKonvensi CITES tersebut
sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Ta888 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa, yang antara lain telah melgid2n jenis tumbuhan anggrek.
Peraturan yang mendukung pelestarian ini harus tuhipakarena peraturan ini
merupakan kepedulian pemerintah dalam melestarikertbuhan dan satwa. Masa
depan perdagangan internasional yang terbuka #&kak dirasakan berat jika terbiasa
mematuhi aturan yang berlaku. Pelestarian telahjadeisu global, maka perdagangan
yang tidak memperhatikan aspek pelestarian akardapat hambatan untuk masuk ke
suatu negara anggota Konvensi CITES.

Penggemar tumbuhan anggrek sebenarnya kelompok yaading
berkepentingan dan dapat melakukan tindakan yangatdanendukung atau
mengabaikan kelestarian tumbuhan anggrek di Indané&alah satu pengecualian
dalam perdagangan internasional untuk tumbuhanrekgadalah perdagangan bibit
dalam botol. Semua jenis tumbuhan anggrek, bailg yarmasuk dalam Appendix |

atau Il (jika diperbanyak dari biji maupun dengawackulturin vitro) diperbolehkan



diperdagangkan, bahkan disarankan. Penggemar t@mbamggrek Indonesia hampir
semuanya telah dapat menguasai teknologi perbanyakatan ini dengan baik,
sehingga peluang untuk menjaga citra baik pengakggdonesia masih terbuka lebar.
Indonesia yang dikenal kaya dengan keanekaragaomahuhan anggrek jika dapat
mengambil langkah-langkah praktis dalam pengembarigmbuhan anggrek tanpa
mengabaikan aspek konservasi niscaya mempunyai gantabaik dalam mengelola
keanekaragaman hayati tumbuhan anggrek.

Pelaksanaan kegiatan penangkaran/budidaya tumbamggrek secara teknis
tidak ada kendala yang dihadapi, karena pada umarpaya penggemar tumbuhan
anggrek sudah menguasai teknisnya. Namun dalamkukela perdagangan ke luar
negeri / ekspor ternyata banyak kendala yang dfiaga, karena menyangkut masalah
dokumen ekspor yang harus sesuai dengan ketengrdagangan tumbuhan anggrek
internasional yaitu melengkapi dokumen CITES. Kdmdarsebut seperti dirasakan
oleh Ir. Sutikno Linuhung, pemilik kebun anggreRdyal Orchids” di Prigen,
Pasuruan, Jawa Timur, yang menyatakan bahwa sktarHahan kebun anggrek bisa
menghasilkan uang minimal Rp. 5.000.000.000,00alimilyar rupiah) dengan rincian
jumlah tumbuhan anggrek 250.000 pot dan hargaRyeal20.000,00 (dua puluh ribu
rupiah) per pot selama 3 tahun karena mulai perabuaibit sampai panen memerlukan
waktu 3 tahun. Jadi pemasukan kotor sekitarl38.000.000,00 (seratus tiga puluh
delapan juta rupiah) dan keuntungan bersih lebiargiRp. 70.000.000,00 (tujuh puluh
juta rupiah). Harga jual Rp. 20.000,00 per pot mekan harga rata-rata. Banyak
tumbuhan anggrek yang harganya jauh lebih mah&kamada yang jutaan rupiah,

tergantung jenisnya., apalagi tumbuhan anggrek yargplong langka. Penyilangan



yang dilakukan petani tumbuhan anggrek merupakéh satu upaya meningkatkan
kualitas, mencari bentuk bunga dan ukuran tanamemg ydiinginkan, dan pada
gilirannya mendongkrak harga jual.

Pemasaran masih terbuka lebar, petani anggrektun dengan luas lahan
sekitar 10 hektar hanya mampu memasok sekitar t€epedari kebutuhan di Jawa
Timur. Mengenai modal relatif, kalau modalnya kel bikin kecil-kecilan. Modal
berapapun bisa dipakai untuk merintis bisnis tunanulnggrek. Keuntungan akan
berlipat seandainya pemerintah tidak mempersuli#pek sebab harga jual di luar
negeri rata-rata 20 dolar AS. Pasar di luar negma terbuka luas, berapapun akan
terserap atau laku terjual. Kalau saja ekspor turabuanggrek dipermudah, sangat
besar devisa yang akan masuk ke negara, jauhbelkdr dibanding komoditi pertanian
lainnya.

Kendala yang terjadi, diharapkan pengalaman bwetdebut tidak terulang lagi,
maka perlindungan hukum terhadap perdagangan tusnbartggrek harus diperhatikan.
Sebagai penggemar tumbuhan anggrek dalam melalkgcaatannya diharapkan juga
mengikuti ketentuan yang berlaku dengan melakulkamamfaatan secara lestari, yaitu
mendukung kegiatan konservasi melalui kegiatan mggaran/budidaya tumbuhan
anggrek dan perdagangan baik di dalam maupun ke riegeri sehingga dapat
meningkatkan peluang pekerjaan dan dapat meningkabendapatan devisa negara

serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

............. Anggrek Potensi Devisa Yang Disepelekdarian Surya, Surabaya, 2002, hal. 13.
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1.2 Rumusan Masalah
Berpijak dari latar belakang diatas dan untuk menmkbn arahan yang lebih
fokus pada penelitian ini, penulis merumuskan peatahan sebagai berikut :
1. Apakah anggrek merupakan jenis tumbuhan alam hagalg perlu dilindungi
pemanfaatannya?
2. Apakah peraturan tentang komoditas ekspor tumburaggrek sesuai dengan
prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES?
3. Prinsip apakah yang dapat melindungi pemanfaatamolidas perdagangan
tumbuhan anggrek?
1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan tesis ini memiliki dua tujuan utama yaegdak dicapai, yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus. Peneliti memperinci masiaging sebagai suatu tujuan
yang lebih jelas sebagai berikut :
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang diharapkan dalam penulisan tesadalah sebagai berikut :
1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikani Stodi Hukum dan
mencapai gelar Magister Hukum di Program PascasgrjRrogram Studi Iimu
Hukum, Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkarmukwmn yang telah diperoleh
dari perkuliahan melalui perdagangan nasional daternasional khususnya
perdagangan tumbuhan anggrek.

3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada alatar.
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1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penulisan tesis ini merupakaratuyang berkaitan dengan
obyek penelitian yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa anggrek sebaga jambuhan alam hayati agar
dilindungi dalam pemanfaatannya.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa kesesuaian priméigip dasar antara peraturan
tentang perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesigath prinsip-prinsip dasar
Konvensi CITES sebagai peraturan perdagangan tuambamggrek Internasional.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa prinsip yang meingiypemanfaatan komoditas
perdagangan tumbuhan anggrek.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tesiadalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadisukan untuk pemikiran
akademis dalam pengembangan ilmu hukum yang bezktnasi pada hukum ekonomi

khususnya hukum konservasi / lingkungan dan hukerdggangan.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian tesis ini secara praktis diharaptapat memberikan kontribusi
pemikiran kepada instansi terkait khususnya Bataid€rvasi Sumber Daya Alam Jawa
Timur , Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan d&mservasi Alam, Departemen

Kehutanan Republik Indonesia serta Instansi terdieaiinya. Pengambilan kebijakan
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harus benar-benar mempertimbangkan konservasi @skerpbangan perdagangan
tumbuhan anggrek nasional dan internasional.
1.5 Metodologi

Suatu penelitian mutlak memerlukan suatu metodel@am yang dipergunakan
sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dagujinekebenaran serta
menjalankan prosedur dengan benar, sehingga dapatasthggungjawabkan secara
iimiah dan akan menghasilkan penelitian yang meatiléksempurnaan dengan tingkat
kebenaran yang optimal. Adapun metode dalam pemulesis ini adalah :

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecalpeamasalahan
adalah metodeyuridis normatif artinya penekanan pada ilmu hukum normatif
sedangkan dalam pencarian bahan hukum tetap begemeda segi yuridis yang
terdapat dalam undang-undang yang mengatur temt@mgervasi sumber daya alam
dan ekosistemnya dan Konvensi CITES.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniahdpkendekatan undang-
undang $tatute approachyang dilakukan dengan menelaah semua undang-groan
regulasi yang berhubungan dengan perlindungan hukernadap perdagangan
tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumbaralag hayati secara lestari
yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegigbraktis, pendekatan undang-
undang ini akan membuka kesempatan bagi penelituikumempelajari adakah
konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-gmigsmgan undang-undang lainnya

khususnya Konvensi CITES.
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Pendekatan komparatifcdmparative approagh Pendekatan ini dilakukan
dengan tidak membandingkan undang-undang suatuandgagan undang-undang dari
satu atau lebih negara lain mengenai hal yang samainkan hanya membandingkan
UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan Konvensi CITES.

Pendekatan konseptuabhceptual approaghadalah pendekatan yang beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yamgdmbang di dalam ilmu hukum,
agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengergaggrtian hukum, dan asas-asas
hukum atau argumentasi hukum. Pemahaman akan pgmdgandangan dan doktrin-
doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penel@iand membangun suatu
argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadap
1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian irditeatas sumber bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-babkom primer terdiri atas
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atdahridalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan-bahan hukum sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakaumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teksnka-kamus hukum, jurnal-jurnal
hukum dan komentar-komentar atas putusan peng&dilan
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum menurut Philypusiddjon dilakukan

melalui beberapa tahap sebagai berikut :

5 peter M. MahmudPenelitian HukumKreasindo, Jakarta, 2006 Hal 93-94
® |bid, hal. 141.
" Philypus M. HadjonPengkajian llmu Hukum DogmafikH. Unair, Surabaya, 1994, hal.3 .
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1. Menginventarisasi hukum positif;

2. Mengidentifikasi hukum positif;

3. Menganalisis peraturan perundangan.

Bahan hukum yang dimaksudkan dalam penyusunan itésedalah sebagai
berikut :

1. Menginventarisasi hukum positif yang pernah adardasih berlaku yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap perdagangaruhanktanggrek dalam upaya
pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari.

2. Mengidentifikasi hukum positif tersebut khususngagy mempunyai hubungan erat
dengan konservasi, perdagangan, perizinan sertartgan lembaga yang terkait.
Hal tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikanndanganalisis substansi dalam
struktur hukum positif tersebut.

3. Menganalisis peraturan perundang-undangan yangibyenigan dengan eksistensi
perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhayyredh dalam upaya
pemanfaatan sumber daya alam hayati secara Igatagimeliputi : konsep, norma
hukum, lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini dengaenggunakan metode
interpretasi, argumentasi hukum, dan logika hukuengdn berpegang kepada
karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, mdkeamgan memberikan preskripsi
mengenai apa yang seharusnya merupakan essensipélitian yang diajukan agar

dihasilkan preskripsi yang diberikan bukan merupakasuatu yang telah diterapkan
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atau yang sudah a8i@iharapkan dari hasil penelitian ini sekalipun dolasas hukum
yang baru atau teori baru, paling tidak argumertiasi. Terlebih lagi dalam penelitian
perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhaggrein dalam upaya
pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lesfarn pernah ada yang meneliti,

sehingga akan teruji keasliannya.

8 peter M. Mahmud.oc Cit, 2006, hal. 206.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

Nilai-nilai dasar dari hukum menurut Gustav Radhruada tiga nilai dasar,
yaitu keadilan derechtigkelt, kegunaan (@eckmaszigkeitdan kepastian hukum
(rechtssicherhejt Sekalipun ketiganya itu merupakan nilai dasar dakum, namun
antara mereka terdapat su@pannungsverhaitnissuatu ketegangan satu sama lain.
Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dieréngleh karena sebagaimana
diuraikan di muka, ketiga-tiganya berisi tuntutaeng berlain-lainan dan yang satu
sama lain mengandung potensi untuk bertentahgan.

Kepastian hukum bersumber pada pemikiran posjpdida dunia hukum yang
dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandadgri sudut ilmu hukum
positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukudititik beratkan pada segi
kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukupagse sesuatu yang otonom,
yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran irkumu tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain idaekedar menjamin terwujudnya
kepastian hukur® Selanjutnya menurut Ahmad Ali pada halaman yanmasa
menjelaskan maksud pada penganut aliran ini “janjkum” yang tertuang dalam
rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yangushatiwujudkan. Aliran ini

melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukaatu yang “harus” tetapi suatu

% Gustav Radbruclginfuhrung in die Rechtswissensch&ftuttgart, KF. Koehler, 1961, hal 36.
10 Ahmad Ali, Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis DansiSlmgis Chandra Pratama,
Jakarta, 1996, hal 94-95.

16
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yang “seharusnya”. Dapat dimengerti bahwa apa ga@hgrusnyaspller) belum tentu
terwujud dalam kenyataasd(in).

Salah satu dasar sebagaimana yang dimaksudkafRat#sruch yaitu kepastian
hukum oleh sementara para ahli hukum berpendapateb&epastian hukum terwujud
dalam : tujuan hukurl, perlindungan dalam penegakan huktigian tugas hukurl?,
Bagi hukum yang ingin “menciptakan kepastian hukwalam hubungan antara orang-
orang dalam masyarakat dan untuk itu menurut $atiRahardjo terlebih dahulu harus
menciptakan suatu kepastian pula di dalam tububagdiri. Tuntutan yang terakhir ini
mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinyitu ygusunan tata aturan yang
penuh konsistensf. Hal tersebut senada dengan M. Isna@niang mengungkapkan
bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikarsistensi akan mampu
melahirkan matra kepastian hukum seperti yang ahiaitapkan oleh khalayak luas.
Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangu tidak dialiri arus
konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidaknph pasti, maka sulit sekali untuk
mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahioraat seperti itu. Padahal

kepastian hukum sebagai salah satu sendi utamaeafaturan perundangan disamping

1 Ahmad Ali, op. cit, aliran normatif-dogmatik yamgenganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum
adalah semata-mata untuk menciptakan kepastiamiuial. 84.

2 sudikno Mertokusumdylengenal Hukum (Suatu Pengantddukum berfungsi sebagai perlindungan
kepentingan manusia, melalui penegakan hukum inhalkum itu menjadi kenyataan. Dalam
menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu dipkahatyaitu : kepastian hukumeghtssicherheit),
kemanfaatan (@eckmaszigkditdan keadilangerechtigkeiy, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 130.

13 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum IndonesiBahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian
hukum ¢echtszekerheidylalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersirdpal tugas lain, yaitu
harus menjamin keadilan serta hukum tetap berdgbatam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas
ketiga yaitu hukum bertugas polisiorfpolitionele taak van het rechtintuk menjaga agar dalam
masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri. Cetaka-6, PT. Penerbit dan Balai Buku Icthiar,
Jakarta, 1961, hal.26-27.

!4 Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaehlak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Ké&eaiigta
Hukum IndonesiaJurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V, hal 34

5 M. IsnaeniHak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Ké&eafigta Hukum di Indonesia,
Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996, hal. 34.
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aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan sdaiefnsi yang selalu dijadikan acuan
oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggan jasa hukum dalam
pelbagai transaksinya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Satjiptmai®pp dan M. Isnaeni
bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum wagdnuhi susunan tata aturan
yang penuh konsistensi. Berbicara masalah tatareatysan hukum tidak lepas dari
hubungannya dengan sistematika peraturan-peratudam yang lain, sebab “hukum
merupakan suatu sistem” artinya bahwa hukum itwpedan tatanan, merupakan suatu
kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagaganunsur-unsur yang saling terkait
satu sama lain, atau dengan perkataan lain sistdumnh adalah suatu kesatuan yang
terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksii sama lain dan bekerja sama
untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatessehut diterapkan terhadap
kompleks unsur-unsur yuridis, seperti peraturanuhykasas hukum dan pengertian
hukum?® Selanjutnya dalam kesatuan itu tidak dikehendakianga konflik,
pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagearkpabila sampai terjadi konflik,
maka akan segera diselesaikan oleh dan didalaemsitti sendiri dan tidak dibiarkan
berlarut-larut:’

Sebagaimana di uraikan dalam latar belakang rumosesalah tersebut diatas,
bahwa perlindungan hukum terhadap perdagangan tumnbanggrek dalam upaya
pemanfaatan secara lestari terdapat dua kepentyagenharus mendapatkan kepastian

hukum, yaitu aspek konservasi dan aspek perdagayayanberorientasi pada kegiatan

18 sydikno Mertokusumdec Cit, 1986, hal. 100.
7 Ibid, hal. 101
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ekonomi. Kedua kepentingan tersebut harus seimbahmgga perlindungan hukum

dapat tercapai.

2.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara L&si

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB | Pasayat (1) yang
dimaksud sumber daya alam hayati adalah unsur-uneg@ti di alam yang terdiri atas
sumber daya alam hayati (tumbuhan) dan sumber diya hewani (satwa) yang
bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya aekaseluruhan membentuk
ekosistem. Jadi unsur-unsur yang terkandung dindalamber daya alam hayati adalah
merupakan suatu ekosistem yang mempunyai hubuimghaltbalik antara unsur dalam
alam, baik hayati maupun non-hayati yang salinggdmiung dan berpengaruh
mempengaruhi, sehingga pengelolaan sumber daya tdgati yang pemanfaatannya
dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinaugenu persediannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragalaamilainya. Hal inilah yang
disebut dengan konservasi sumber daya alam hayati.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisterhaeg@saskan pelestarian
kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayaékbsistemnya secara serasi
dan seimbang dengan tujuan untuk mengusahakanjteinya kelestarian sumber daya
alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehihgogt lebih mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu UggEmndmanusia. Pada dasarnya
semua sumber daya alam hayati harus dimanfaatkiauk kesejahteraan masyarakat
dan umat manusia sesuai dengan kemampuan danrfyagsiamun pemanfaatannya
harus sedemikian rupa sesuai dengan asas konsseharsjga dapat berlangsung secara

lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfatanpelestarian tersebut harus
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dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagaujpéan dari asas konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosisémm gapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keltidupan manusia, namun
keseimbangan ekosistem harus tetap terjamin. Mgagjentingnya konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatsyarakat dan mutu kehidupan
manusia, maka dalam mengupayakan konservasi inipakan tanggung jawab dan
kewajiban pemerintah serta masyarakat. Berhasiko@servasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan p@iroga tiga sasaran pokok
konservasi, yaitd®

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang memgsistem penyangga
kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesgah manusia
(Perlindungan sistem penyangga kehidupan).

Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah paleao suatu
sistem yang terdiri dari proses yang berkait dengmmg lainnya dan saling
mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempdmgkehidupan. Agar
manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang titldikga dan akan
mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya ragati, maka
proses ekologis yang mengandung kehidupan itu midga dan dilindungi.
Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini melipgaha-usaha dan
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindamgata air, tebing, tepian
sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan hidrolotim perlindungan pantai,
pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungaradeqh gejala keunikan dan
keindahan alam dan lain-lain.

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber igemgn tipe-tipe
ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangimanpengetahuan,
dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhanusia yang
menggunakan sumber daya alam hayati bagi keseahte(Pengawetan
sumber plasma nutfah).

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan shesarta
ekosistemnya adalah merupakan sumber daya alani ldayaekosistemnya
yang terdiri dari unsur-unsur hayati dan non hagaaik fisik maupun non
fisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengamempengaruhi, punahnya
salah satu unsur tidak dapat diganti dengan umsor Usaha dan tindakan

18 penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
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konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenispuatelpenjagaan agar
unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan @faan masing-masing
unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senandiap untuk sewaktu-
waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.aexign jenis tumbuhan
dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan €kass in-situ) atau di
luar kawasan (konservasi ex-situ).

3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya héyati sehingga
terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerdfman pengetahuan dan
teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonispgnggunaan dan
peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasamseka@si secara optimal,
baik di darat maupun di perairan dapat mengakilmatikabulnya gejala erosi
genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber diya hayati (Pemanfaatan
sumber daya alam hayati secara lestari).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara |pstdai hakekatnya
adalah merupakan suatu usaha pengendalian/pembalalsan pemanfaatan
sumber daya alam hayati, sehingga pemanfaatanbtersiapat dilakukan
secara terus-menerus pada masa mendatang. Tumbiamarsatwa liar
merupakan bagian dari sumber daya alam hayati gapat dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehipgganfaatan sumber
daya alam hayati tersebut dapat dilakukan dengammpeehatikan
kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekagaggmis tumbuhan dan
satwa liar tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB VIIi$&&86 ayat (1) bahwa
pemanfaatan sumber daya alam hayati terhadaptienisuhan dan satwa liar bertujuan
agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didaydgumaecara lestari untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Peraturan Petatefepublik Indonesia Nomor
8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis TumbuharSdawa Liar, maka dalam
rangka pemanfaatan sumber daya alam hayati sexstedi Idilaksanakan dalam bentuk
sebagai berikut :

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
Pengkajian, penelitian dan pengembangantdhlakukan terhadap tumbuhan
anggrek yang dilindungi atau yang tidak dilindungidang-undang. Penggunaan

dan pengambilan tumbuhan anggrek yang dilindungiadam harus seizin Menteri
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Kehutanan. Hasil pengkajian, penelitian dan pengeman tumbuhan anggrek
wajib diberitahukan kepada pemerintah.
2. Penangkaran;

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbainggrek dilakukan
melalui kegiatan perbanyakan tumbuhan anggrek admaatan dalam lingkungan
yang terkontrol dan pembesaran anakan yang diamil alam. Kegiatan
penangkaran dapat dilakukan oleh perorangan, badamm, koperasi atau lembaga
konservasi untuk tumbuhan anggrek yang dilindumgiamg-undang maupun yang
tidak dilindungi undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin lkugkapat menjual hasil
penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasrmgkaran tumbuhan anggrek,
standar kualifikasi tersebut ditetapkan dengan rdasatimbangan batas jumlah
populasi tumbuhan anggrek hasil penangkaran, miofesl kegiatan penangkaran
dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan anggrek vyaitgngkarkan. Hasil
penangkaran tumbuhan anggrek baik yang dilindundang-undang maupun yang
tidak dilindungi undang- undang dapat digunakarukirikeperluan perdagangan,
karena hasil penangkaran tumbuhan anggrek yangddilgi undang-undang
dinyatakan sebagai tumbuhan anggrek yang tidakddifigi undang-undang.

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapaakukbn setelah
mengalami perbanyakan bagi tumbuhan anggrek ydmglaingi undang- undang
dan diwajibkan memberi penandaan dan atau sedifédtas hasil tumbuhan anggrek
yang ditangkarkan. Setiap orang, badan hukum, kspetlan lembaga konservasi

yang mengajukan permohonan untuk melakukan peneargkavajib memenuhi
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syarat-syarat : Mempekerjakan dan memiliki tenagk & bidang penangkaran
tumbuhan anggrek, memiliki tempat dan fasilitas gpgkaran yang memenuhi
syarat-syarat teknis penangkaran, dan membuat gabp@rja. Penyelenggaraan
kegiatan penangkaran anggrek berkewajiban untudmimuat buku induk tumbuhan
anggrek yang ditangkarkan, melaksanakan sitem peaandan atau sertifikasi
terhadap individu jenis tumbuhan anggrek, dan memiaporan berkala untuk
diserahkan kepada Pemerintah.
3. Perburuan;

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secstai leintuk jenis
tumbuhan anggrek tidak ada untuk kegiatan perbynpemuruan hanya dilakukan
untuk jenis satwa liar yang digunakan sebagai okda buru gport hunting,
perolehan trofiljunting trophy, dan perburuan tradisional oleh masyarakat.

4. Perdagangan;

Tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan dgberolari hasil
penangkaran dan hanya dapat dilakukan oleh baddrausng didirikan menurut
hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Mefgbutanan, badan usaha
yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan anggagh wmemiliki tempat dan
fasilitas penampungan yang memenuhi syarat-syekaist menyusun rencana kerja
tahunan usaha perdagangan, dan menyampaikan lapamtiap pelaksanaan
perdagangannya, serta diwajibkan membayar pungatag ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nom®&.02/Menhut-11/2006
tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk PelaksaRaaatausahaan Pungutan dan

luran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
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Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarka@kupn perdagangan
dalam negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor daandamelakukan kegiatannya
wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasarMenteri Kehutanan.
Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekdporimpor dinyatakan sah
apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai erikumemiliki dokumen
pengiriman atau pengangkutan, memiliki izin ekspgerekspor, atau impor dan
mendapatkan rekomendasi otorita keilmu&rciéntific Authority. Sebelum di
ekspot tumbuhan anggrek tersebut wajib dilakukamlakan karantina dengan
memeriksa kesehatan jenis tumbuhan anggrek, kedpagkdan kesesuain spesimen
dengan dokumen. Ekspor, re-ekspor, atau impor jemsbuhan anggrek tanpa
dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpangy@aat-syarat dokumen
termasuk dalam pengertian penyelundupan.

5. Peragaan;

Peragaan jenis tumbuhan anggrek dapat berupa kbidkp atau koleksi mati
termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadamysy ydapat dilakukan oleh
lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendiddeamaf dan orang atau Badan
lainnya dengan izin dan diatur oleh Menteri KehatanRepublik Indonesia.
Lembaga, badan atau orang yang melakukan peragaasbuhan anggrek
bertanggung jawab atas teknis kesehatan dan keanmam#dbuhan anggrek yang
diperagakan tersebut.

6. Pertukaran;
Pertukaran jenis tumbuhan anggrek dilakukan dengajuan untuk

mempertahankan atau meningkatkan populasi, memgeleanekaragaman jenis,
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penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau peny¢demnjanis tumbuhan anggrek.
Pertukaran jenis tumbuhan anggrek yang dilinduagiyh dapat dilakukan terhadap
jenis yang sudah dipelihara oleh lembaga konsewasi hanya dapat dilakukan
oleh dan antar lembaga konservasi dan pemerintabpdetumbuhan anggrek
dengan tumbuhan anggrek atas dasar keseimbangankoiiservasi jenis yang
dilakukan oleh sebuah tim penilai.

7. Budidaya tanaman obat-obatan;

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara Iggiaxitumbuhan anggrek
yang berasal dari habitat alam untuk keperluan day@di tanaman obat-obatan
dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungamsioteopulasi, daya dukung,
dan keanekaragaman jenis.

8. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan akggreg tidak dilindungi
undang-undang untuk tujuan kesenangan yang difpede hasil penangkaran,
perdagangan yang sah, atau dari habitat alam sksot@ pengambilan yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungartakludan Konservasi Alam,
Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Pemelihgjenis tumbuhan anggrek
untuk kesenangan wajib : memelihara kesehatan,akeagan, dan keamanan jenis
tumbuhan anggrek dan menyediakan tempat dan &ssij@ing memenuhi standar
pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek.

2.3. Perdagangan Tumbuhan Anggrek
Penganggrekan di Indonesia setelah kemerdekaah teayak berkurang

karena sebelum perang dunia kedua kebanyakan tambahggrek ditangani oleh
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orang Belanda, orang-orang Belanda ditahan oleAndekarena kalah perang, banyak
tumbuhan anggrek yang rusak karena masyarakat behsn mengenal tatacara
pemeliharaan tumbuhan anggrek. Setelah Indonesialelkee masyarakat Indonesia
mulai memperhatikan tumbuhan anggrek dan mempelag@mik budidayanya.
Keadaan komunikasi tumbuhan anggrek sangat mindanggkan majalah yang dapat
dipinjam pada waktu itu hanyde orchideeenmajalah anggrek berbahasa Belanda.
Keadaan penganggrekkan mengalami stagnesi, timéwgikan untuk memajukan
anggrek, jalan satu-satunya adalah mendirikan pepkilan anggrek, maka pada
tanggal 4 Nopember 1956 didirikan perkumpulan agigglengan nama Perhimpunan
Anggrek Indonesia Pusat yang diprakarsai oleh AyuBranata. Semua anggota sangat
antusias dan perkembangan anggrek selanjutnya tspegat dan berdiri berbagai
cabang-cabang PAI di seluruh Indonesia, PAI dalamgidtannya terfokus pada
perdagangan tumbuhan anggrek secara lestari, ymhgan melakukan kegiatan
budidaya/penangkaran tumbuhan anggrek guna memurkagiatan perdagangan
tumbuhan anggrek di masa mendatang.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CITES, sepadketentuan Konvensi
CITES tersebut haruslah dilaksanakan. UU Nomor Bumal990 yang merupakan
hukum positif Indonesia mengamanatkan bahwa datargka melaksanakan kegiatan
pelestarian tersebut, Pemerintah telah menetaplk@megang otoritas pengelola
(Management Authori)ykepada Menteri Kehutanan dan otorita keilmu&nigntific
Authority) kepada Ketua Lembaga llmu Pengetahuan IndonédRl).( Indonesia
tercatat sebagai salah satu pengekspor utama tambarggrek spesies (alam) dan

hibrida (buatan), dengan demikian perdagangan tharbuanggrek dalam upaya
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pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestalah dengan cara melakukan
pengawasan secara efektif dalam peredaran perdagamnmgbuhan anggrek tersebut.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati berupa tumbahggrek tersebut
bertujuan untuk pelestarian dan perdagangan yamgidetasi pada kegiatan perbaikan
ekonomi sehingga kedua tujuan tersebut, yaitu k&gikonservasi dan ekonomi dapat
berjalan seimbang.

2.3.1. Perdagangan Tumbuhan Anggrek Berdasarkan Korensi CITES.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesimdk 43 Tahun 1978
tentang Pengesahan Konvensi Perdagangan Interab$ttora dan Fauna Terancam
Punah Convention on International Trade in Endangered cse of Wild Fauna and
Flora / CITES). Konvensi CITES adalah Konvensi TentaegdBgangan Internasional
Jenis-jenis Flora dan Fauna Terancam Punah.

Konvensi ini ditandatangani di Washington, D.C. SAJpada tanggal 3 Maret
1973 dan selanjutnya diubah di Bonn pada tanggalu2® 1979 yang di hadiri dan
ditanda tangani oleh 78 negara. Negara Pihak aemara yang telah hadir dan
menandatangani Konvensi CITES ini telah sepakat :

Mengakui bahwa flora dan fauna dalam banyak bentuk merekg yndah dan
beraneka ragam merupakan bagian yang tak tergantiie sistem-
sistem alami bumi yang harus dilindungi bagi gesiesaat ini dan
generasi yang akan datang;

Menyadari bahwa nilai flora dan fauna dipandang dari segetdst, ilmiah,
budaya, rekreasi dan ekonomi tumbuh terus taktzsba

Mengakui bahwa manusia dan negara merupakan dan harus mpajadiung
jenis-jenis flora dan fauna mereka sendiri;

Mengakui, lagi, bahwa kerjasama internasional adalah esebsaigil pelindung
jenis-jenis flora dan fauna tertentu terhadap eksgdi berlebihan

melalui perdagangan internasional;
Meyakini, sehubungan dengan hal di atas, mendesak untuk idliamdbkan;
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Telah sepakat, mengenai isi dari semua konvensi yang telah ditangani*®
Prinsip-prinsip Dasar Konvensi CITES ini telah mgolgngkan jenis-jenis flora

dan fauna yang terancam punah sebagai beffkut :

1. Appendix I, termasuk seluruh jenis yang terancam kepunahag wdau
mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Pendag spesimen dari
jenis ini harus melalui peraturan khusus yang kelatam rangka tidak
menambah keterancaman dari kelangsungan hidupnyahaaya diizinkan
dalam keadaan yang eksepsional;

2. Appendix I, termasuk:

(a). Seluruh jenis yang walaupun saat ini tidakrieam punah kemungkinan
bisa menjadi terancam kecuali jika perdaganganirseesdari jenis
tersebut diatur dengan ketat dalam rangka menghiq@ananfaatan
yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup medaka;

(b). Jenis-jenis lainnya yang diatur agar perdgganspesimen dari jenis
tertentu sebagaimana dimaksud pada sub-paragratli(@tas dapat
dikontrol secara efektif.

3. Appendix Ill, termasuk seluruh jenis yang suatu Pihak mengitagi
perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya dengaratujuntuk mencegah atau
membatasi eksploitasi, dan sehubungan dengan imenhgan kerjasama dari
pihak lain dalam mengontrol perdagangannya.

4. Para pihak tidak dapat mengizinkan perdaganggal@ spesimen dari jenis

yang termasuk dalam Appendix I, Il dan Il kecusdsuai dengan ketentuan-
ketentuan Konvensi ini.

Ketentuan perdagangan spesimen dari jenis yangasetkindalam Appendix |,
Appendix I, dan Appendix Il ini dalam melakukaediatan ekspor harus memiliki

izin  ekspor. 1zin ekspor hanya dapat diterbitkan bila syararay berikut telah

dipenuhi %

1. Suatu Otorita Keilmuan (llmiah) dari negera pengekstelah memberikan
pendapat bahwa ekspor tersebut tidak menimbulkams&kan (detrimental)
terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;

2. Suatu Otorita Pengelola dari negera pengekspornyél@hwa spesimen
tersebut tidak di dapatkan dengan cara yang bartgabh dengan hukum
negara tersebut mengenai perlindungan flora darafau

19 Isi Kesepakatan Konvensi CITES, yang ditandatangaWashington D.C. tanggal 3 Maret 1973 dan
diubah di Bonn tanggal 22 Juni 1979.

*%pid., Pasal II.

Hpid., Pasal Ill.
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3. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksponyaiiwa spesimen hidup
akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa unteknimimalkan resiko
luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan ygaumkdan

4. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksponyawa izin ekspor bagi
spesimen tersebut telah diterbitkan oleh negargipgor.

Diratifikasinya Konvensi CITES tersebut, banyak amjan terutama
penganggrek mengkritik karena Konvensi CITES tarséidak langsung melestarikan
suatu jenis. Dalam batasan-batasan perdaganganultambanggrek internasional
dirasakan sangat mengganggu dalam daftar perdagamgdouhan anggrek, terutama
karena seluruh keluarga tumbuhan anggrek termasalamd kelompok yang
“endangered akan tetapi banyak jenis-jenis yang sukar dikadssatu dengan lainnya
terutama jika tidak berbunga, maka untuk tidak raemgl risiko, seluruh keluarga
tumbuhan anggrek dimasukkan dalam Appendix Il. Bagig peduli dengan Konvensi
CITES ini dianggap dapat sedikitnya menghambat ikapan jenis tumbuhan anggrek.
Dengan adanya Konvensi CITES, penyelundupan akas bari suatu negara tetapi
akan mendapat hambatan di negara penerima angd®i&Sdainnya. Pemantauan
peredaran perdagangan tumbuhan anggrek ini jugatiiolisi Internasional sehingga
komunikasi antar negara dapat dengan cepat dildnirftk

Konvensi CITES ini juga telah diratifikasi dalamr&erikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dengan nama Konvensi Perserikatan Bangsaddamgngenai Keanekaragaman
Hayati UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITRonvensi
ini telah di tandatangani oleh 157 kepala negar@adau kepala pemerintahan atau

wakil negara pada waktu naskah konvensi ini dirkamidi Rio Janeiero, Brazil dan

Konvensi ini dikenal dengan nama Konvensi Rio Janei

22 rawati, LocCit., hal. 23-24
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Di Indonesia Konvensi Rio Janeiro telah disahkatardaUndang-undang
Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesabaited Nations Convention on Biological
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai dékaaagaman Hayati)
dan diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1994, Taanblakmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3501. Dengan telah diratifikasit§@nvensi Rio Janeiro tersebut
maka ketentuan tentang peredaran perdagangan tambarggrek akan mengikuti

ketentuan Konvensi CITES tersebut.

2.3.2. Regulasi Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Irehesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang telahtifikasa Konvensi CITES
dan Konvensi Rio Janeiro telah mempunyai komitmatuki melaksanakan dengan
sungguh-sungguh ketentuan peredaran perdagangdmutiam anggrek yang telah di
sepakati bersama. Komitmen tersebut, Indonesi& t@lengundangkan UU Nomor 5
Tahun 1990 pada tanggal 10 Agustus 1990 sebagaar degal konservasi
keanekaragaman hayati.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 BAB | Pasal 1 &)yang dimaksud
tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam ndlaéki yang hidup di darat
maupun di air dan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan dabhmbuhan liar adalah tumbuhan
yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yaagih mempunyai kemurnian
jenisnya. Jenis-jenis tumbuhan dalam UU Nomor 5ufali990 ini digolongkan
menjadi tumbuhan yang dilindungi undang-undangtdarbuhan yang tidak dilindungi
undang-undang, jenis tumbuhan yang dilindungi dsaodkan untuk melindungi spesies
tumbuhan agar jenis tumbuhan tersebut tidak memgak@punahan. Penetapan ini

dapat diubah sewaktu-waktu tergantung dari tingkaerluannya yang ditentukan oleh
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tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis twembdimaksud. Jenis tumbuhan
dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan gaftgm keadaan bahaya nyaris
punah dan menuju kepunahan.

Suatu jenis tumbuhan wajib ditetapkan dalam golongag dilindungi apabila
telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mempunyai populasi yang kecil;
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah indidicalam;
3. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 388ng Pengawetan
Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam BAB Il pasal 4 @&)abahwa jenis-jenis tumbuhan
anggrek Qrchidaeag yang dilindungi sebanyak 27 jefs.

Jenis-jenis tumbuhan anggrek yang hidup dan ber&agbdi Indonesia
diperkirakan 5.000 jenis, namun sesuai dengan ketariersebut di atas hanya 27 jenis
tumbuhan anggrek saja yang mendapatkan perlindumgarm karena statusnya adalah
dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum tarseeperti tercantum dalam UU
Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) huruf a danf tou:

Setiap orang dilarang untuk :

a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkenemelihara,
mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dlilgidatau bagian-
bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau babagiannya dalam keadaan

hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesisekepat lain di dalam atau di
luar Indonesia

3 John Bangun MulyaSatwa Liar dan Tumbuhan Alam Yang Dilindungi Didndsia,Sub Balai KSDA
Jawa Timur I, Surabaya, 1992
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Namun dari ketentuan pasal tersebut di atas mafahpangecualian, seperti
termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 22 dyatagat (2), ayat (3), dan ayat
(4) sebagai berikut :

(1). Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksagndBbasal 21 hanya
dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmwngetahuan, dan/atau
penyelematan jenis tumbuhan dan satwa yang lugastam.

(2). Termasuk dalam penyelematan sebagaimana dimaktand dgat (1), adalah
pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satpadk pihak lain di
luar negeri dengan izin Pemerintah.

(3). Pengecualian dari larangan menangkap, meld&a membunuh satwa yang
dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karesuatu sebab satwa
yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

(4). Ketentuan lebih lanjut sebagimana dimaksudrdaayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana termuat dalam UU Nomor 5 Tahu®01Pasal 40 ayat (2)
sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggeedradap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) darf2yserta Pasal 33 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (limhun dan denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 22 ayat (4) juga telah diatur ndaReraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tuanbddin Satwa seperti termuat
dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

(1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi adagigunakan untuk
keperluan perdagangan.

(2) Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksudmdayat (1)
dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) y&in(2) tidak berlaku
terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud daksal 34. (Jenis
tumbuhan tersebut adalah Raflesia).

Melihat pasal-pasal tersebut di atas jelaslalusta¢rlindungan hukum terhadap

27 jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi undandamg, sehingga dari sekitar 5.000



33

jenis anggrek di Indonesia, ada 27 jenis yang st dilindungi dan sisanya statusnya
tidak dilindungi undang-undang. Namun dari 27 jemisnbuhan anggrek yang
dilindungi tersebut apabila dari hasil penangkarenjadi tidak dilindungi dan dapat
diperdagangkan.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB VIds&l 36 ayat (1),
bahwa pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liaat diilaksanakan dalam bentuk
perdagangan. Pemanfaatan jenis tumbuhan anggrek keperluan perdagangan dapat
diperoleh dari hasil penangkaran untuk yang dilimgiu undang-undang dan
pengambilan dari alam untuk yang tidak dilindungdang-undang berdasarkan kuota
pengambilan, namun tidak ada kuota sehingga tideshbmengambil dari alam.

2.4 Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan perlindunigakum terhadap
perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaseara lestari telah
menerbitkan beberapa peraturan tentang pelestariabuhan dan pemanfaatannya,
yaitu : UU Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang NorBofahun 1994 tentang
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Kasg&kman Hayati; Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetas Tembuhan dan Satwa Liar;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Pemanfaatambdhan dan Satwa Liar;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Keputusan MeHtehutanan Nomor : 447/Kpts-
[1/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penpagkdan Peredaran Tumbuhan
dan Satwa Liar; Keputusan Menteri Kehutanan Nomrl19/Menhut-11/2005 tentang
Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Keputdsmteri Kehutanan Nomor :

P.02/Menhut-11/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaaratdashaan Pungutan dan luran



34

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam skégputusan-Keputusan lainnya
sebagai pedoman pelaksana. Pemerintah Indonessat@lgh meratifikasi konvensi
internasional lainnya yang berhubungan dengan taei@s tumbuhan, yaitu Konvensi
CITES?

UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan undang-unglang secara khusus
mengatur pelestararian tumbuhan dan satwa bedarsiseemnya, mengklasifikasikan
tumbuhan anggrek menjadi dua golongan, yaitu jemiguhan anggrek dilindungi dan
tidak dilindungi undang-undang. Jenis tumbuhan exlggang dilindungi merupakan
jenis yang langka dan terancam bahaya kepunahamggahperlu dilindungi dan atau
tidak boleh diambil, dimiliki serta diperdagangkdaik dalam keadaan hidup maupun
mati dan/atau bagian-bagiannya. Pelanggaran tegh&idéentuan tersebut diancam
dengan sanksi pidana yang cukup berat sehingg@giancukup mendatangkan efek
jera®

Jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi ad@als tumbuhan anggrek
yang keberadaannya (populasi dan sebarannya) mamimungkinkan untuk
dimanfaatkan, termasuk diperdagangkan. Dalam UU dtoB Tahun 1990 tidak
mengatur jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidakdilingi undang-undang, sehingga
jenis-jenis tumbuhan anggrek yang tidak dilindungdang-undang tidak mendapat
perlindungan hukum yang jelas dalam aspek konsemas

Konvensi CITES mengelompokan jenis tumbuhan anggeslalam dua kelas
utama, yaitu yang termasuk dalam Appendix | danefpix 1. Suatu negara dalam hal

tertentu dapat mengusulkan suatu jenis ke dalamergig Ill yang dapat disetarakan

24 [rawati, Pelestarian Jenis AnggreBidang Botani, Pusat Penelitian Biologi, LIPI Bog2002, hal. 35.
% Budi Rianto, SamediDinamika Kebijakan Konservasi Hayati di IndonesiBogor: Lembaga
Pengkanjian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2084,100.
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dengan Appendix | atau Il. Berdasarkan nilai daust dalam perlindungannya, jenis
tumbuhan anggrek yang dilindungi di Indonesia daps¢tarakan dengan jenis yang
termasuk dalam Appendix | CITES. Kedua kategorinrempunyai kriteria biologis
yang hampir sama dalam penetapannya. Jenis-jemisuttan anggrek yang terancam
bahaya kepunahan termasuk jenis-jenis endemik yaargs dilindungi, sehingga
hampir semua jenis tumbuhan anggrek yang termaalaindAppendix | CITES serta
beberapa jenis tumbuhan anggrek Appendix Il yanigabnesia terancam punah, telah
dilindungi. Secara legislasi, jenis yang masuk maldppendix | secara umum
mendapatkan perlindungan yang ketat di Indonesmjdga sebaliknya. Pelanggaran
terhadap jenis-jenis yang dilindungi tersebut seedssplisit dapat dikenai sanksi pidana
yang cukup berat menurut UU Nomor 5 tahun 1890.

Jenis-jenis tumbuhan anggrek Appendix II, sebagi@ak dilindungi di
Indonesia. Menurut UU No.5 Tahun 1990 dapat dimetkén (tidak ada larangan untuk
mengambil, memiliki dan memperdagangkan). Menum\ensi CITES, perdagangan
jenis-jenis tumbuhan anggrek Appendix Il harus dntkol agar tidak terganggu
populasinya di alam. Kontrol ini berupa pengenaamt& dan sistem perizinan
(dokumen). Pelanggaran terhadap sistem kontrothetsharus dapat dikenai sanksi.
UU Nomor 5 Tahun 1990 memang tidak secara khususgisyaratkan pengenaan
sanksi terhadap jenis-jenis tumbuhan anggrek yaak tdilindungi. Namun tidak
berarti bahwa pelanggaran yang melibatkan jenis-jammbuhan anggrek yang tidak

dilindungi undang-undang tidak dapat di kenai sanBanksi dapat dikenakan pada

26 By di Rianto, SamedLoc. Cit.,2004, hal. 102.
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pelanggaran yang melibatkan jenis-jenis tumbuhaggm@k yang tidak dilindungi
undang-undang melalui pengenaan sanksi administeaspa pencabutan iZAh.

Pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek di Indodes juga telah
diwajibkan bagi negara yang telah meratifikasi Kemsi CITES tersebut, maka sesuai
dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Noman#&ng Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa, maka yang ditunjuk sebagaitagopengelola Nlanagement
Authority) adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia daahtalidelegasikan
kewenangan tersebut kepada Direktur Jenderal Berigan Hutan dan Konservasi
Alam (termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alamgymerupakan Unit Pelaksana
Teknis sebagai kepanjangan tangan pelaksanaangpegin tumbuhan anggrek di
daerah), sedangkan selaku otorita keilmu&@cigntific Authority) adalah Ketua
Lembaga Iimu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kedusbéga inilah sebagai pelaksana
kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alamihasmipa perdagangan tumbuhan
anggrek baik di dalam negeri maupun ke luar négeri.

Telah diratifikasinya Konvensi CITES sesuai dendg&eputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 dan jugahtelisahkan dalam Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Undaagguidomor 5 Tahun 1994,
merupakan perwujudan sinergi atas tekad NegaralRkgadonesia dengan prinsip-
prinsip konservasi dalam ketentuan CITES, dalamaksalnakan kegiatan konservasi
(pelestarian) tumbuhan anggrek yang secara nyatas hdilestarikan. Sebagai
konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut, adasefuruh ketentuan yang ada dalam

CITES tersebut menjadi kewajiban bersama dalam ksateakan ekosistem secara

27 Budi Rianto,Loc. Cit., 2004.hal. 103
2bid., hal. 105
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global. Indonesia tercatat sebagai salah satu agqgamgekspor utama berbagai jenis
tumbuhan anggrek baik spesies/alam dari hasil gg@aan maupun tumbuhan anggrek
hibrida/buatan, dengan demikian salah satu upay&k unencapai pemanfaatan sumber
daya alam hayati secara lestari dengan optimalahdalengan cara melakukan
pengawasan secara efektif dalam peredaran perdag&amgbuhan anggrek tersebut.
Pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan pemansamtder daya alam
hayati di Indonesia, Direktur Perlindungan Hutan ganservasi Alam (PHKA) selaku
otorita pengelola telah menetapkan suatu kebijakarbahwa semua perusahaan
tersebut harus meng-organisir diri dalam wadah iasiegsosiasi menurut masing-
masing komoditas yang menjadi obyek perdagangarismsahaan yang menjalankan
usahanya di bidang perdagangan tumbuhan anggedkdédentuk suatu asosiasi, yaitu
Perhimpunan Anggrek Indonesia yang disingkat derRfah Namun seluruh asosiasi
tersebut terhimpun dalam suatu wadah, yaitu Himpulssosiasi Pengusahaan Flora
dan Fauna Indonesia yang disingkat dengan HAPFEmMmua langkah tersebut
merupakan perwujudan dari pelaksanaan pembinaadal s@snasyarakatan terhadap
para pengusaha pemanfataan sumber daya alam kdayatonesia, yang dilakukan
oleh Otorita Pengelolaan dalam rangka efektifitaagawasannya. Langkah-langkah
ini, semata-mata dilakukan demi pencapaian peneariatecara optimal sumber daya
alam hayati secara lestari, di samping sebagai neapandidikan dalam bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, yang merupakan perwujiadiatanggung jawab sosial dari

para pengusaHa.

29 Bydi Rianto, SamedLoc. Cit, 2004, hal. 106
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Sebagai dasar pelaksanaan perdagangan tumbuhaelabgik di dalam negeri
maupun ke luar negeri/ekspor, Menteri Kehutanargyatah ditunjuk sebagai Otorita
Pengelola dan telah merumuskan dalam Keputusan ekentehutanan Nomor
447/Kpts-11/2003 tanggal 31 Desenber 2003 tentaata TUsaha Peredaran Tumbuhan
dan Satwa Liar. Keputusan tersebut telah diatuatensubyek badan hukum selaku
pelaksana perdagangan; persyaratan administragi lyams dipenuhi; prosedur yang
harus dilalui; serta akreditasi, baik yang menyamgkelengkapan perangkat keras
maupun perangkat lunaknya. Telah dipenuhinya pea@m@persyaratan yang telah
ditetapkan dalam keputusan tersebut, yang disgetagan permohonan dari perusahaan
yang bersangkutan. Setelah diadakan penelitianrsseseksama, oleh Departemen
Kehutanan diterbitkanlah 1zin Usaha Pengedar TumbulAnggrek yang tidak
dilindungi undang-undang, bagi perusahaan yang ejekannya.

Selain persyaratan administrasi harus dipenuhi napeusyaratan secara teknis
harus juga dipenuhi, seperti : izin penangkarangdenharus membuat laporan-
laporannya, izin angkut/ekspor untuk merofeh dokumen ekspor dan
lain sebagainya. Jadi, jelaslah bahwa kegiataragartyan tumbuhan anggrek dari hasil
budidaya/penangkaran seluruh kegiatannya selaladbedalam pengawasan otoritas
pengelola dan dengan memperoleh rekomendasi/pamigam dari otoritas keilmuan.
Hal yang demikian ini, semata-mata merupakan pemas perlindungan hukum
terhadap tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaataives daya alam hayati secara
lestari yang dilaksanakan oleh otoritas pengelodm dtoritas keilmuan dalam

menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi CITESddirasia.
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tah@9, 1Departemen
Kehutanan yang bertanggung jawab di bidang kehuotalitetapkan sebagai otoritas
pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar damblga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai toritas keilmuantuk kegiatan perdagangan
tumbuhan anggrek baik di dalam dan luar negeri Bepeen Pertanian melalui pusat
karantina tumbuhan juga ikut mendukung kegiatesetart. Bentuk dukungan karantina
tumbuhan anggrek terhadap kegiatan impor dan ekspeebut karena tumbuhan
anggrek adalah merupakan jenis tumbuhan yang nkeémilai ekonomis dan ilmiah
tinggi sehingga perlu terus dijaga kelestariannygai derbagai ancaman termasuk
serangan berbagai organisme pengganggu tumbuhamtikar lainnya. Tugas dan
fungsi pencegahan masuk dan tersebarnya organienggganggu tumbuhan karantina
tersebut diselenggarakan oleh Badan Karantina itantanelalui unit-unit pelaksana
teknis di seluruh Indonesia berdasarkan peratueaimplangan yang berlakY.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas dan fungsi kamathimbuhan adalah
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Karahtawsan, Ikan dan Tumbuhan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 wgrifamantina Tumbuhan serta
peraturan pelaksanaan lainnya. Sesuai dengan pmraarantina Tumbuhan maka
setiap pemasukan tumbuhan anggrek dari luar ne@empor) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

1). DisertaiPhytosanatary Certificat@PC) dari negara asal.

2). Melalui tempat-tempat pemasukan yang telatiagiten.

%0 Zulfiar Zubir, Dukungan Karantina Tumbuhan Terhadap Kegiatan Img@n Ekpor AnggrekPusat
Karantina Tumbuhan, Badan Karantina Pertanian, Bepen Pertanian, Jakarta, 2002, hal. 62-63
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3). Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Kaeafdtumbuhan guna dikenakan
tindakan karantina; dan

4). Disertai Surat Izin Pemasukan dari Menteri &ean Republik Indonesia bagi
tumbuhan anggrek yang ditujukan untuk bibit.

Pemberlakuan ketentuan tersebut bertujuan untukcegam masuk dan
tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karaydimga berasal dari luar negeri.
Kegiatan pengeluaran (ekspor) tumbuhan anggrekakand Karantina Tumbuhan
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan negarantdgrajan memperhatikan ketentuan
Konvensi CITES. Sebelum diterbitkan kesehatan tumabu(PC) oleh karantina
tumbuhan terlebih dahulu harus memiliki sertifiATES atau dokumen ekspor yang
dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan sebagaitatopengelola yang sebelumnya
telah mendapatkan rekomendasi dari LIPI sebagaitaddeilmuan. Tindakan tersebut
dimaksudkan untuk mencegah keluarnya organismega@ggu tumbuhan tertentu dan
mencegah keluarnya atau hilangnya beberapa plastfe@hrtumbuhan anggrek yang
ada di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Karant®extanian, impor dan
ekspor tumbuhan anggrek cenderung mengalami peataagkdari tahun ke tahun
sehingga diperlukan peran serta dari semua lapisasyarakat, baik pengguna jasa
karantina (importer/eksportir), masyarakat intakekimaupun petani tumbuhan anggrek
dalam mendukung upaya karantina tumbuhan dalam ewengi negara Indonesia
dari serbuan organisme pengganggu tumbuhan kaaadéin punahnya plasma nutfah

tumbuhan anggrek asli Indonesia dalam perdagamg@amasional.



BAB Il

KERANGKA KONSEPTUAL

PERLINDUNGAN HUKUM
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PEMBAHASAN

4.1 Status Tumbuhan Anggrek Sebagai Komoditas Pergangan

Sejak zaman dahulu bunga telah digunakan manudiagae alat untuk
mengungkapkan perasaan. Dari perasaan senang,, seidia, damai, hingga
persahabatan. Banyak kegiatan dan suasana yamgbditgkan dengan bunga untuk
menambah kesahduan. Kegiatan atau suasana peatigggring menggunakan hiasan
bunga antara lain pesta perkawinan, upacara kematiaangan, upacara adat, dan saat
seseorang mengungkapkan rasa cinta. Jenis dan Viamga sangat menentukan
ungkapan apa yang ingin kita sampaikan.

Selain dimanfaatkan sebagai tanaman untuk mengpkghkaperasaan, bunga
juga merupakan salah satu jenis tumbuhan yanggoalmyak dimanfaatkan sebagai
tumbuhan hias. Bunga banyak di tanam di kebun-kefmmiaman rumah, pot, bahkan di
dalam ruangan sebagai dekorasi. Bukan hanya kawerajinya bunga banyak
digunakan sebagai hiasan, tetapi juga karena wdanabentuknya. Ruangan yang di
dalamnya terdapat bunga akan tampak asri, sejuknpygEman.

Beberapa bunga yang sudah banyak popular dan baeyajgemarnya antara
lain krisan, melati, mawar, dahlia, gladiol, dangaguek. Dari berbagai jenis bunga
tersebut, anggreklah yang paling banyak digunakeim masyarakat, baik dalam bentuk
hidup maupun sebagai bunga potong. Keunggulan ekggntara lain jenisnya

beraneka ragam yang bisa menyebabkan warna bueigaikb dan ukurannya beraneka

31 Ayub S. Parnat&?anduan Budi Daya dan Perawatan AnggragroMedia Pustaka, Jakarta, 2005, hal.
1-13.

42



43

ragam pula. Selain itu tumbuhan anggrek juga fefatidah dirawat dibandingkan
dengan jenis bunga lainnya, bahkan ada beberapatjgnbuhan anggrek yang bisa
tumbuh hanya dengan digantungkan, sehingga tumbahggrek tidak terlalu banyak
membutuhkan ruangan. Sementara itu bunga lain haamakai media tanah untuk
tempat tumbuhnya.

Tumbuhan anggrek termasuk fan@iirchidaceae Dalam bahasa Yunani, kata
“orchid’ berasal darorchis yang berartitesticleatau buah zakar. Pada zaman dahulu,
tumbuhan anggrek biasa diidentikkan dengan kebaraggia, baik warna, bentuk,
bahkan strukturnya. Tumbuhan anggrek juga melankzamgesuburan dan kejantanan.
Mereka beranggapan jika mengkonsumsi tumbuhan ekgmuda, seseorang dapat
memiliki anak laki-laki dan jika mengkonsumsi turhlam anggrek tua akan melahirkan
anak perempuan.

Famili tumbuhan anggrek merupakan salah satu kedangrbesar di antara
tumbuhan lainnya di dunia. Tumbuhan anggrek terknéisluarga besar dari kelompok
(subdivis) tumbuhan berbunga atau berbiji tertut@mdiospermag kelas tumbuhan
berbiji tunggal fhonocotyledone Ordo orchidales dan famili Orchidaceae (anggrek-
anggrekan). Famili ini dapat dibagi lagi menjadidi subfamili, 16 tribe (suku), dan 28
subtribe (subsuku). Menurut para ahli, di dunia agkitar 50.000 jenis spesies
tumbuhan anggrek alam yang terhimpun dalam 1.200syénduk jenis atau marga).
Dari jenis-jenis tumbuhan anggrek tersebut, adag yinbagi lagi menjadi beberapa
subspecies atau lebih dikenal dengan nama vari@tdara satu varietas dan verietas

lain mempunyai sedikit perbedaan, misalnya warna wairan bunganya. Jenis-jenis
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tumbuhan anggrek yang sangat banyak ini masingagasiemiliki kelebihan dan
kekurangan sesuai dengan tempat asalnya.

Tumbuhan anggrek bisa ditemukan di seluruh durégk di daerah tropis
maupun subtropics, kecuali di Benua Antartika. Tuh#@n anggrek dapat tumbuh di
dataran rendah, gurun kering, hutan rimba yangga@npai dataran tinggi, termasuk
di puncak gunung yang bersalju. Di habitat aslifyerbagai jenis tumbuhan anggrek
liar ini dapat hidup beradaptasi selama jutaanrtabehingga mampu hidup di berbagai
tempat yang berbeda. Negara yang memiliki jumladsigs tumbuhan anggrek cukup
banyak di antaranya Vietnam (5.000-6.000 spesias) Iddonesia (5.000 spesiés).
Sementara itu negara di Asia Tenggara lainnya yaemiliki jumlah spesies tumbuhan
anggrek cukup banyak di antaranya Myanmar (700ispedMalaysia (800 spesies),
dan Philipina (1.000 spesies). Di Indonesia sentlimnbuhan anggrek tersebar dari
Pulau Sumatra sampai Papua. Pulau Kalimantan nkesekitar (3.000 spesies), Papua
(1.000 spesies), Sumatra (990 spesies), Jawa @stes) dan Maluku (125 spesies).

Spesies tumbuhan anggrek yang paling banyak betasadlaerah tropis. Hal
ini disebabkan agroklimat daerah tropis sangatlcorduk pertumbuhannya. Budidaya
tumbuhan anggrek secara besar-besaran mulai beskgnud Eropa pada abad ke-19.
Pada dekade 1850-an beberapa orang Inggris, JetfamaRrancis mulai menyeponsori
budidaya tumbuhan anggrek. Saat itu, tumbuhan akggmulai banyak digemari
sebagai tumbuhan hias yang keindahannya diakuiasdmar biasa. Menurut beberapa
literatur, budidaya tumbuhan anggrek sebenarny tdimulai sebelum dekade 1850-

an. Salah satu yang mengembangkan tumbuhan anadatkh Sander, seorang warga

%2 Edhi Sandrakultur Jaringan Anggrek Skala Rumah Tang4aroMedia Pustaka, Depok, 2005, hal. 1.
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negara Jerman yang menikah dengan orang Inggmnidelanukim di Inggris. Sander
mengerahkan pemburu-pemburu tumbuhan anggrek keubetlunia untuk mencari
jenis-jenis tumbuhan anggrek baru, terutama keatiagopis, seperti Asia Tenggara
dan Brasil.

Pada dekade 1850-an, para kolektor dan pencintautiam anggrek berlomba-
lomba mengoleksi berbagai jenis tumbuhan anggmedgkia dan menunjukan kelebihan
tumbuhan anggreknya tersebut, terutama pada pafpameran tumbuhan anggrek.
Pada saat itu, semakin langka suatu jenis tumbahggrek, harganya akan semakin
mahal. Harga tumbuhan anggrek juga akan semakiralmiia warna, bentuk dan
ukuran bunganya bagus. Karena Eropa mempunyai ikbobtropik, untuk
membudidayakan tumbuhan anggrek, terutama yangdiedari daerah tropis, orang-
orang Eropa membuat tempat-tempat budidaya sedarsu& Tempat budidaya ini
diatur sesuai dengan kondisi yang diinginkan oletmbuhan anggrek tersebut. Di
Inggris ada seorang pengusaha yang mulai mengekdramngmbuhan anggrek hibrida.
Saat itu banyak masyarakat yang belum mengetahmbuban anggrek hibrida.
Karenanya, pengusaha tersebut mengklaim tumbuhggredn silangannya sebagai
tumbuhan anggrek baru yang ditemukan di alam, gghimemiliki nilai ekonomi yang
tinggi. Meskipun demikian, hal itu tidak berlanggulama karena tehnik penyilangan
mulai banyak diketahui dan dilakukan orang. Dariassgemudian berkembang tehnik
budidaya tumbuhan anggrek dengan silangan mulandsulan tumbuhan anggrek-
tumbuhan anggrek hibrida/silangan.

Perkembangan tumbuhan anggrek di Indonesia barulaimpada abad ke 20.

Budidaya tumbuhan anggrek ini banyak dilakukan aleing Belanda. Pada dasawarsa
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1900-an mulai dilakukan penyemaian bibit tumbuhaggeek di dalam botol. Pada

tahun 1923-1940, orang-orang Belanda yang menjidbnesia mulai membawa

berbagai jenis tumbuhan anggrek ke Indonesia daryilaegkannya. Selain membawa
masuk tumbuhan anggrek luar ke Indonesia, meraia fjluembawa spesies tumbuhan
anggrek Indonesia ke Eropa dan mengembangkanngaadi©rang Belanda menijual

tumbuhan anggrek asli Indonesia kepada pedagarmg fieagkulak) yang berasal dari

Eropa dan kemudian oleh para tengkulak dijual dagiropa, terutama di Inggris.

Pada saat itu, tumbuhan anggrek-tumbuhan anggoEnésia sangat diminati
oleh orang-orang Eropa, sehingga nilai dan hargangajadi tinggi. Di Indonesia,
orang-orang Belanda mulai menyilangkan berbagaiis jetumbuhan anggrek.
Selanjutnya, muncullah hibrida-hibrida baru yangabel dari Indonesia. Sentra
penyilangan tumbuhan anggrek pada saat itu adalBartlung dan Yogyakarta. Pada
saat itu, Indonesia menjadi negara produksi tumbwraygrek terbesar kedua setelah
Inggris.

Perkembangan tumbuhan anggrek di Indonesia ditadeagan kedatangan
sekelompok konglomerat penanam tebu pada tahun. ¥&6mpok ini mencari dan
memboyong berbagai jenis tumbuhan anggrek Indonestgmpat asal mereka, yaitu
Hawaii dan mengembangkannya, termasuk membuatdh#bibrida baru. Pada tahun
1942, ketika Jepang memenangi perang dan menjajdbnésia, perkembangan
tumbuhan anggrek di Indonesia berhenti, karenadlapgnggemar, penyilang, petani,
dan kolektor tumbuhan anggrek yang merupakan orBatanda ditangkap dan
dipenjarakan atau dipulangkan ke negeri asal mendka ini mengakibatkan dunia

penganggrekan Indonesia mengalami stagnasi. Seltaimmesia merdeka dan orang
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pribumi mulai menguasai masalah penganggrekan, ausatiuk mengembangkan

tumbuhan anggrek dimulai kembali. Namun, sampaarselg Indonesia masih belum

termasuk produsen tumbuhan anggrek yang besar daih rkalah jauh dibandingkan
dengan Thailand.

Usaha perdagangan tumbuhan anggrek merupakanssdiabisnis yang sangat
prospektif. Hasil budidaya tumbuhan anggrek masithj dari permintaan pasar.
Bahkan, kebutuhan dalam negeri masih banyak memglaa dari luar negeri yaitu
Thailand terutama tumbuhan anggrek hibrida, sedamgltuk perdagangan ke luar
negeri juga banyak permintaan terutama tumbuhagrakgalam. Salah satu bentuk
pemanfaatan tumbuhan anggrek yang cukup besar hadalaga potong. Selain
tumbuhan anggrek juga banyak dibeli untuk hiasamaiy baik oleh kolektor, pencinta,
maupun pembeli biasa.

Usaha perdagangan tumbuhan anggrek sendiri tdedirbeberapa tipe :

1. Tipe usaha perdagangan tumbuhan anggrek dalamkbbuohga potong. Tipe ini
merupakan usaha perdagangan tumbuhan anggrek paygkbdilakukan., bunga
potong tumbuhan anggrek banyak dimanfaatkan paa-@cara khusus seperti :
pernikahan, pemberian ucapan selamat, pernyataatnbiela sungkawa, atau ulang
tahun dan lain sebagainya.

2. Tipe usaha perdagangan tumbuhan anggrek sebagaadarpot hias yang biasanya
dibeli oleh para hobis, kolektor, dan pencinta tuhd@n anggrek.

3. Tipe usaha perdagangan tumbuhan anggrek sebetgdli danrental. Para petani
atau pedagang sering menyewakan tumbuhan anggrekiyl acara-acara khusus,

misalnya pernikahan. Selain itu, ada juga penjudilam bentuk bibit, baik dalam
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bentuk botol maupun kompot (komite pot). Penjualsinit biasanya dilakukan

petani besar atau laboratorium pembibitan kepatinpkecil.

4.1.1 Tumbuhan Anggrek Sebagai Sumber Daya Alam Hayi

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB | Pasalyat (1) sumber
daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di kang terdiri dari sumber daya alam
nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani #3atang bersama-sama dengan
unsur non hayati di sekitarnya secara keselururembantuk ekosistem. Dalam BAB |
Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud tumbuhan adalahasg@nis sumber daya alam nabati,
baik yang hidup di darat maupun di air dan Pasayat (6) menyebutkan bahwa
tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alalabedan/atau dipelihara, yang
masih mempunyai kemurnian jenisnya. Jenis-jenidturan anggrek dalam UU Nomor
5 Tahun 1990 ini digolongkan menjadi tumbuhan aekgrang dilindungi undang-
undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindumgiang-undang, jenis tumbuhan
anggrek yang dilindungi dimaksudkan untuk melindusigesies tumbuhan anggrek
agar jenis tumbuhan tersebut tidak mengalami kdpamaPenetapan ini dapat diubah
sewaktu-waktu tergantung dari tingkat keperluanggag ditentukan oleh tingkat
bahaya kepunahan yang mengancam jenis tumbuharksilichalenis tumbuhan dalam
bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan yang d&kexdaan bahaya nyaris punah
dan menuju kepunahan.

Suatu jenis tumbuhan wajib ditetapkan dalam golongang dilindungi

apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Mempunyai populasi yang kecil;

2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah indidicalam;



3. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik)
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun d88én BAB Ill Pasal

4 ayat (2), bahwa jenis-jenis tumbuhan anggf@kcljidaeag yang dilindungi adalah

sebagai berikut?®

No. Nama Daerah Nama Latin/Spesies Penyebarannya
1. | Anggrek Koribas | Corybas fornicatus Jawa Barat dan Jawa
Timur
2. | Anggrek Kebutan | Asscocentrum miniatum | Sulawesi Utara
3. | Anggrek Hitam Coeloggyne pandurata Kalbar, Kaltim &
Padang
4. | Anggrek Hartinah | Cymbidium hartinahianum| Sulawesi Utara
Anggrek Albert Dendrobium d’albertisii Manokwari bagian
selatan
6. | Anggrek stuberi | Dendrobium lasianthera | Irian Jaya
7. | Anggrek Jamrud | Dendrobium macrophylum| P. Sulawesi, Ambon,
Irian Jaya & P. Jawa
8. | Anggrek Karawai | Dendrobium Irian Jaya
ostrinogloseum
9. | Anggrek Larat Dendrobium phalaenopsis| P. Larat, Tanimbar &
Irian Jaya
10. | Anggrek Raksasa| Grammatophyllum Irian Jaya
Irian papuanum
11.| Anggrek Tebu Grammatophyllum P. Sumatra, B.
speciosum Kalimantan, P. Jawa &
Irian Jaya
12. | Anggrek Ki Marcodes petola P. Sumatra Utarg,
Aksara Sumatra Barat
13. | Anggrek Kasut Paphiopedillum P. Sumatra Utarg,
Kumis chamberlainisnum Sumatra Barat
14. | Anggrek Kasut Pahiopedillum Jawa Barat dan Jawa
Berbulu (Java’s | glaucophydillum Timur
Slipper Orchids)
15. | Anggrek Kasut Pahiopedillum praetas Irian Jaya
Pita
16. | Anggrek bulan Phalaenopsis amboinensis P. Seram & Ambon
Ambon
17.| Anggrek Bulan Phalaenopsis gigantean | Pegunungan Lung

Raksasa

Karang (Kalimantan)

%3 John Bangun Mulyd,oc. Cit



No. Nama Daerah Nama Latin/Spesies Penyebarannya

18. | Anggrek Bulan Phalaenopsis sumatrana | D.l Aceh
Sumatra

19.| Anggrek Bulan Paraphalaenopsis denevai Bintang (Kalimantar
Bintang Barat)

20. | Anggrek Bulan Paraphalaenopsis laycockjiKalimantan Barat &
Kalimantan Kalimantan Tenggah
Tenggah

21.| Anggrek Bulan Paraphalaenopsis Kalimantan Barat
Kalimantan Barat | serpentilingua

22.| Anggrek Jingga | Renanthera matutina D.I Aceh, Sumatra

Utara, Bengkulu
Gunung Salak

23.| Anggrek Sendok | Spathoglotti zurea P. Jawa & P. Sumatra

24.| Vanda Mini Vanda pumila Sumatra Utara
25.| Vanda Sumatra | Vanda sumatrana Sumatra Utara,,
Sumatra Barat &
Sumatra Timur

26. | Vanda Mungil Vanda celebica Minahasa  (Sulawesi
Utara)

27.| Anggrek Pensil | Vanda hookeriana Bengkulu, P. Belitung,

Kalimantan Barat &

Selatan

diperkirakan 5.000 jenis, namun sesuai dengan ketariersebut di atas hanya 27 jenis
tumbuhan anggrek saja yang mendapatkan perlindumgarm karena statusnya adalah

dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum tarsaleperti tercantum dalam UU
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Jenis-jenis tumbuhan anggrek yang hidup dan ber&egtdi Indonesia

Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) huruf a danf

Setiap orang dilarang untuk :

a. Mengambil,

menebang,

memiliki,

merusak, memusmah memelihara,

mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dlilgidatau bagian-
bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau baf@giannya dalam keadaan
hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesiaekepat lain di dalam atau di

luar Indonesia.
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Ketentuan pasal tersebut diatas masih ada pengatuséperti termuat dalam
UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 22 ayat (1), ayataZyt (3), dan ayat (4) :

(1). Pengecualian dari larangan sebagaimana dirdallalam pasal 21 hanya
dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmungetahuan, dan/atau
penyelematan jenis tumbuhan dan satwa yang benstmgk

(2). Termasuk dalam penyelematan sebagaimana dimakdam ayat (1), adalah
pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan sapadk pihak lain di luar
negeri dengan izin Pemerintah.

(3). Pengecualian dari larangan menangkap, meldkai,membunuh satwa yang
dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karsuatu sebab satwa yang
dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

(4). Ketentuan lebih lanjut sebagimana dimaksudrdayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana termuat dalam UU Nomor 5 Tahur01P&sal 40 ayat (2)
sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggadradap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) darf2yserta Pasal 33 ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (limhun dan denda paling

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Sesuai dengan Pasal 22 ayat (4), telah diatur d&araturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Twnbddin Satwa seperti termuat
dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :

(1). Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindudgpat digunakan untuk
keperluan perdagangan.

(2). Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dirdattslam ayat dinyatakan
sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.

(3). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayadgii)ayat (2) tidak berlaku
terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dp&sal 34. (Jenis
tumbuhan tersebut adalah Raflesia).

Dari pasal-pasal tersebut di atas jelaslah statdsngungan hukum terhadap
27 jenis tumbuhan anggrek yang dilindungi undandamg, sehingga dari sekitar 5.000

jenis anggrek di Indonesia, ada 27 jenis yang stgtudilindungi dan sisanya statusnya

tidak dilindungi undang-undang. Namun dari 27 jemisnbuhan anggrek yang
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dilindungi tersebut apabila dari hasil penangkarenjadi tidak dilindungi dan dapat
diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan Konvensi &[€kis-jenis tumbuhan anggrek
yang dilindungi undang-undang berdasarkan UU Nosndahun 1990 yang jumlahnya
27 jenis tersebut termasuk dalam daftar AppendTES dan yang tidak dilindungi
undang-undang termasuk dalam Appendix Il CITESjnggfa semua jenis tumbuhan
anggrek dalam kegiatan perdagangan baik ekspor umauppor wajib mengikuti
ketentuan CITES.

Dalam penggolongan yang lebih rinci, menurut IUCNkdmisi untuk
perlindungan dan pelestarian alam internasiondlwbaancaman terhadap tumbuhan
anggrek secara umum diakui disebabkan oleh algintanusia dengan kriteria sebagai
berikut 3*

1. Punah (Extink = EX)
Kategori ini diterapkan pada takson yang telah stigan, bahwa takson tersebut
tidak akan dapat ditemukan lagi karena telah dikétbahwa individu yang terakhir
telah mati.
2. Punah di alam (Extink in the wild = EW)
Kategori ini diterapkan pada takson yang diketdtanya hidup dan dipelihara. Di
habitat aslinya sudah tidak ditemukan lagi, pedngamatan lapang yang intensif.
3. Kritis (Critically Endangered = CR)
Suatu takson masuk ke dalam kategori kritis jikaldm menghadapi risiko yang
sangat tinggi menjadi punah di alam dalam waktwatlek

4. Genting (Endangered = EN)

34 Irawati, Lok Cit. 2001, hal. 20-21
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Kategori ini diberikan jika suatu takson yang tid&kitis, tetapi menghadapi
masalah yang menuju kepunahan di alam dalam wasktai.d
. Rawan (Vilnereble = VU)
Suatu takson yang tidak kritis maupun langka tetag@nghadapi resiko kepunahan
di alam dalam waktu yang tidak terlalu lama.
. Terkikis (Lower Risk = LR)
Suatu takson yang tidak termasuk dalam 5 kategatasl Kategori ini dibagi ke
dalam tiga sub kategori sebagai berikut :
a. Usaha Konservasi (Conservation Dependent = CD)
Diterapkan bagi takson yang sedang menjadi pusdiapan dalam program
konservasi jenis atau habitat. Jika program tetseébrhenti, maka takson
tersebut dalam 5 tahun akan masuk ke salah sagdwaterancam.
b. Nyaris terancam (Near Treatened = NT)
Taksa yang tidak termasuk kategori usaha konsediagtias namun mendekati
kategori rawan.
c. Tidak terperhatikan (Least Concern = LC)
Taksa yang tidak termasuk dalam kualifikasi cd ifadiatas.
. Data belum lengkap (Data Deficient = DD)
Suatu takson masuk dalam kategori ini jika tidakuguinformasi untuk dinilai baik
secara langsung maupun tidak langsung resiko képonnga berdasar pada
penyebaran dan atau status populasinya. KadangwjatEkson yang masuk
kategori ini telah diteliti dengan intensif, tetajaitanya tidak cukup untuk penilaian

kategori kelangkaannya.
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8. Belum dievaluasi (Not Evaluated = NE)

Sebenarnya kegiatan pengumpulan tumbuhan anggrek aiperdagangkan
sudah berjalan lama, akan tetapi pada jaman datellum dianggap menyebabkan
kepunahan tumbuhan anggrek. Akan tetapi akhir-akhidilaporkan oleh “Species
Survival Commission” dari IUCN, beberapa jenis jregntyang mempunyai penyebaran
sempit telah punah di alam (EW), yaitBhalaenopsis javanica(Jawa Barat),
Cymbidium rectunfSemenanjung Malaysiaaraphalaenopsis lahukensis, Renanthera
bella danDimorphorchis rossii(Sabah) (catatan : dua jenis terakhir yang memgiuny
penyebaran sebagian besar sangat terbatas segt@kbdinari untuk diperdagangkan
adalahPaphiopedilumpleh karena itu perdagangan internasionalnya ditpssejak 1
Juni 1975, dalam suatu kesepakatan internasionad) yhkenal dengan Konvensi
CITES.

4.1.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara ktri

Keharusan untuk menjamin pemanfaatan sumber aya legati secara lestari
sebuah ekosistem atau spesies berbeda-beda mengatgegantungan masyarakat
kepada sumber daya yang bersangkutan. Bagi masyayakg ada dalam keadaan
subsisten, pemanfaatan secara lestari sebagian kaksu tidak semua, sumber daya
adalah esensial. Hal berlaku pula bagi masyarakaak@h berkembang atau maju)
dengan ekonomi yang didsarkan atas “satu tanamegapé atau “beberapa tanaman
pangan yang jumlahnya sedikit”, yang tergantunggiim besar kepada sumber daya
tertentu. Makin besar keanekaragaman dan keluwe&anomi, makin berkurang
kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya alam rsg@dra lestari tertentu, akan

tetapi begitu pula makin kurang alas an untuk tidadaksanakannya. Pemanfaatan
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sumber daya alam hayati secara lestari adalahdigalukan untuk perencanaan dan
pengelolaan secara rasional dari industri yangateéumg pada sumber daya yang
bersangkutan. Pemanfaatan secara lestari dapaalatigan dengan menggunakan
bunga seraya tetap menyimpan modalnya. Masyarakaf lyerketetapan, bahwa semua
pemanfaatan dari sumber daya kehidupan harusilesgajamin, bahwa ia benar-benar
akan memperoleh manfaat dari sumber daya alam in@yaebut untuk waktu yang
tidak terbatas. Amatlah disayangkan, bahwa pemtnfaatwa akuatik, tumbuhan dan
satwa liar daratan serta hutan dan tanah penggeartbaebagian besar tidaklah
lestari®
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 dalam BAB | Pasayat (1) yang

dimaksud sumber daya alam hayati adalah unsur-ureg@ti di alam yang terdiri atas
sumber daya alam hayati (tumbuhan) dan sumber déma hewani (satwa) yang
bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya asekaseluruhan membentuk
ekosistem. Jadi unsur-unsur yang terkandung dindalamber daya alam hayati adalah
merupakan suatu ekosistem yang mempunyai hubuighaltbalik antara unsur dalam
alam, baik hayati maupun non hayati yang salingyatetung dan berpengaruh
mempengaruhi, sehingga pengelolaan sumber daya tdgati yang pemanfaatannya
dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinaugdou persediannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragalaamilainya. Hal inilah yang

disebut dengan konservasi sumber daya alam hayati.

%5 Koesnadi Hardjasoemantitiukum Perlindungan Lingkungan Konservasi SumbayaDAlam Hayati
dan Ekosistemny&adjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991,3%2-333.
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Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisternaeg@saskan pelestarian
kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayagkdbsistemnya secara serasi
dan seimbang dengan tujuan untuk mengusahakanjteinya kelestarian sumber daya
alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehihgogt lebih mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu lggamndmanusia. Pada dasarnya
semua sumber daya alam hayati harus dimanfaatkiauk kesejahteraan masyarakat
dan umat manusia sesuai dengan kemampuan danrfyagsiamun pemanfaatannya
harus sedemikian rupa sesuai dengan asas konsseharsjga dapat berlangsung secara
lestari untuk masa kini dan masa depan. Pemanfatanpelestarian tersebut harus
dilaksanakan secara serasi dan seimbang sebagaujpéan dari asas konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sumber daya alam hayati merupakan unsur ekosisémm gapat dimanfaatkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keltidupan manusia, namun
keseimbangan ekosistem harus tetap terjamin. Mgagjentingnya konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya bagi peningkatsyarakat dan mutu kehidupan
manusia, maka dalam mengupayakan konservasi inipakan tanggung jawab dan
kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati ekasistemnya berkaitan
erat dengan tercapainya tiga sasaran konservitsi, ya

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yangungmg sistem penyangga
kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesgah manusia
(Perlindungan sistem penyangga kehidupan).

Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalahpadesn suatu sistem

yang terdiri dari proses yang berkait dengan yaamnia dan saling
mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempdmgkehidupan. Agar

% penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990



57

manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tildiga dan akan

mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya legati, maka

proses ekologis yang mengandung kehidupan itu pidga dan dilindungi.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini melipgaha-usaha dan
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindamgata air, tebing, tepian
sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan hidrologirh perlindungan pantai,
pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungaradeqh gejala keunikan dan
keindahan alam dan lain-lain.

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber igemzn tipe-tipe
ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangimanpengetahuan,
dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhanusia yang
menggunakan sumber daya alam hayati bagi keseahte(Pengawetan
sumber plasma nutfah).

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan kasgea ekosistemnya
adalah merupakan sumber daya alam hayati dan &kosiga yang terdiri dari

unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupan fisik).

Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh merapgmgpunahnya salah
satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur laisahd dan tindakan
konservasi untuk menjamin keanekaragaman jenispuotelpenjagaan agar
unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan @fjaan masing-masing
unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senandiap untuk sewaktu-
waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia.aexign jenis tumbuhan
dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan €kass in-situ) atau di

luar kawasan (konservasi ex-situ).

3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber diya hayati sehingga
terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerdfman pengetahuan dan
teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonispgnggunaan dan
peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasamseka@si secara optimal,
baik di darat maupun di perairan dapat mengakilmatikabulnya gejala erosi
genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber diya hayati (Pemanfaatan
sumber daya alam hayati secara lestari).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara Ipatiai hakekatnya adalah
merupakan suatu usaha pengendalian/pembatasan pefaanfaatan sumber
daya alam hayati, sehingga pemanfaatan tersebat dégkukan secara terus-
menerus pada masa mendatang. Tumbuhan dan satwaeliupakan bagian

dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergimakauk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatan sumberalayahayati tersebut

dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungtsng, daya dukung,

dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwarsabid.

Bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati terhadesptumbuhan anggrek
bertujuan agar jenis tumbuhan anggrek tersebuttddigdayagunakan secara lestari

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasafkeraturan Pemerintah
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Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, maka dalangka pemanfaatan sumber
daya alam hayati secara lestari dilaksanakan datéartuk sebagai berikut :
1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;

Pengkajian, penelitian dan pengembangant dils&ukan terhadap tumbuhan
anggrek yang dilindungi atau yang tidak dilindungidang-undang. Penggunaan
dan pengambilan tumbuhan anggrek yang dilindungiadam harus seizin Menteri
Kehutanan. Hasil pengkajian, penelitian dan pengemén tumbuhan anggrek
wajib diberitahukan kepada Pemerintah.

2. Penangkaran;

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbainggrek dilakukan
melalui kegiatan perbanyakan tumbuhan anggrek sdmaatan dalam lingkungan
yang terkontrol dan pembesaran anakan yang diamiil alam. Kegiatan
penangkaran dapat dilakukan oleh perorangan, Baddiakum, Koperasi atau
Lembaga Konservasi untuk tumbuhan anggrek yangddifigi undang-undang
maupun yang tidak dilindungi undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin kugkapat menjual hasil
penangkaran setelah memenuhi standar kualifikagmgkaran tumbuhan anggrek,
standar kualifikasi tersebut ditetapkan dengan rdasatimbangan batas jumlah
populasi tumbuhan anggrek hasil penangkaran, miofesl kegiatan penangkaran
dan tingkat kelangkaan jenis tumbuhan anggrek yditengkarkan. Dari hasil
penangkaran tumbuhan anggrek baik yang dilindundang-undang maupun yang

tidak dilindungi undang- undang dapat digunakarukirkeperluan perdagangan,
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karena hasil penangkaran tumbuhan anggrek yangddigi undang-undang
dinyatakan sebagai tumbuhan anggrek yang tidakdditigi undang-undang.

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapaakukbn setelah
mengalami perbanyakan bagi tumbuhan anggrek ydmglaligi undang- undang
dan diwajibkan memberi penandaan dan atau sesifétas hasil tumbuhan anggrek
yang ditangkarkan. Setiap orang, badan hukum, kspedan lembaga konservasi
yang mengajukan permohonan untuk melakukan peneargkavajib memenuhi
syarat-syarat : mempekerjakan dan memiliki tenagla di bidang penangkaran
tumbuhan anggrek, memiliki tempat dan fasilitas gpgkaran yang memenuhi
syarat-syarat teknis penangkaran, dan membuat gabp@rja. Penyelenggaraan
kegiatan penangkaran anggrek berkewajiban untkminoat buku induk tumbuhan
anggrek yang ditangkarkan, melaksanakan sitem peaandan atau sertifikasi
terhadap individu jenis tumbuhan anggrek, dan memlaporan berkala untuk
diserahkan kepada Pemerintah.

3. Perburuan;

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam secstaxi l@ntuk jenis
tumbuhan anggrek tidak ada untuk kegiatan perbunemuruan hanya dilakukan
untuk jenis satwa liar yang digunakan sebagai obkda buru gport hunting,
perolehan trofiljunting trophy, dan perburuan tradisional oleh masyarakat.

4. Perdagangan;

Tumbuhan anggrek untuk keperluan perdagangan dgberdari hasil

penangkaran dan hanya dapat dilakukan oleh baddrausng didirikan menurut

hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Méfg@dutanan, badan usaha
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yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan anggagk wmemiliki tempat dan
fasilitas penampungan yang memenuhi syarat-sygiaist menyusun rencana kerja
tahunan usaha perdagangan, dan menyampaikan lapamtiap pelaksanaan
perdagangannya, serta diwajibkan membayar pungyatag ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan Rapublik Indonesia Nom®.02/Menhut-11/2006
tanggal 3 Januari 2006 tentang Petunjuk PelaksaRaaatausahaan Pungutan dan
luran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarkakupn perdagangan
dalam negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor daandamnelakukan kegiatannya
wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasarMenteri Kehutanan.
Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekdporimpor dinyatakan sah
apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai Herikumemiliki dokumen
pengiriman atau pengangkutan, memiliki izin eksperekspor, atau impor dan
mendapatkan rekomendasi otoritas keilmuan. Sebdiwkspor tumbuhan anggrek
tersebut wajib dilakukan tindak karantina denganmeriksa kesehatan jenis
tumbuhan anggrek , kelengkapan dan kesesuain sgresiemgan dokumen. Ekspor,
re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tadglamen atau memalsukan
dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokusremasuk dalam pengertian
penyelundupan.

5. Peragaan;

Peragaan jenis tumbuhan anggrek dapat berupa kbldkp atau koleksi mati

termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadarywsy ydapat dilakukan oleh

lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendidikamaf dan orang atau Badan
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lainnya dengan izin dan diatur oleh Menteri KehatanRepublik Indonesia.
Lembaga, badan atau orang yang melakukan peraga@abuhbhan anggrek
bertanggung jawab atas teknis kesehatan dan keanmam#buhan anggrek yang
diperagakan tersebut.

6. Pertukaran;

Pertukaran jenis tumbuhan anggrek dilakukan dengajuan untuk
mempertahankan atau meningkatkan populasi, memyekeanekaragaman jenis,
penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyédamnjanis tumbuhan anggrek.
Pertukaran jenis tumbuhan anggrek yang dilinduagiyh dapat dilakukan terhadap
jenis yang sudah dipelihara oleh lembaga konsewasi hanya dapat dilakukan
olen dan antar lembaga konservasi dan pemerintabpdetumbuhan anggrek
dengan tumbuhan anggrek atas dasar keseimbangankorservasi jenis yang
dilakukan oleh sebuah tim penilai.

7. Budidaya tanaman obat-obatan;

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara Iggiaxitumbuhan anggrek
yang berasal dari habitat alam untuk keperluan daydi tanaman obat-obatan
dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungamsioteopulasi, daya dukung,
dan keanekaragaman jenis.

9. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan akggreg tidak dilindungi
undang-undang untuk tujuan kesenangan yang dipede hasil penangkaran,
perdagangan yang sah, atau dari habitat alam sksot pengambilan yang telah

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungartakiudan Konservasi Alam,
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Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Peme#hajenis tumbuhan anggrek
untuk kesenangan wajib : memelihara kesehatan akeagan, dan keamanan jenis
tumbuhan anggrek dan menyediakan tempat dan &ssiy@ng memenuhi standar
pemeliharaan jenis tumbuhan anggrek.
4.1.3 Komoditas Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Dam dan di Luar Negeri
Tumbuhan anggrek dalam bentuk tumbuhan pot berbdagabunga potong
kini sudah merupakan bagian dari kebutuhan hidup bwasyarakat kelas ekonomi
menengah keatas atau masyarakat yang mampu. Keraampasyarakat dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya, sangat tergantung gagka belinya yang tergantung
pula pada pendapatan rata-rata perkapita masyayakgtditentukan tingkat keadaan
sosial ekonomi masyarakat yang dicapai negara depgaerintahannya. Keadaan
sosial ekonomi Indonesia sejak mengalami krisisneku dan moneter hingga kini
masih dirasakan, namun dengan jumlah penduduk afues dua puluh juta dengan
prosentase kecilpun misalnya satu persen saja gargpu dengan daya beli yang
tinggi jumlahnya setidak-tidaknya akan berjumlala ¢lita dua ratus orang. Dari jumlah
tersebut sudah dapat dipastikan bahwa sebagiaahagatinta/penggemar bunga dan
tanaman, dan sebagian tentunya mencintai tumbutggrek. Jika separuh dari jumlah
penduduk yang mampu di Indonesia penggemar angtaekapabila asumsi tersebut
tidak salah, maka untuk menyediakan tumbuhan akggoéeksi dan bunga potong
anggrek setiap saat bagi satu juta penduduk rassarygat mengasilkan bagi petani

produsen tumbuhan anggrek untuk bekerja k&ras.

37 SuhartoPemasaran AnggrelEast Java Orchid Show, Pasuruan, 2001, hal. 30-35
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Paparan diatas adalah teoritis, tetapi bukan isggrapol belaka, karena dari
pengalaman dan pengamatan selama krisis ekonommadaeter ini, masih ada saja
bahkan dirasakan hanya sedikit surutnya permingasar akan tersedianya tumbuhan
anggrek pot berbunga dan bunga potong tumbuhanrelgdgahkan pada akhir-akhir ini
dirasakan penyediaan komoditas perdagangan tumtarggrek pot dan bunga potong
tumbuhan anggrek belum bisa memenuhi permintaaar.phmgkup pasar komoditas
perdagangan tumbuhan anggrek pot berbunga dan kpoigag tumbuhan anggrek
dapat dirinci dalam tiga lingkup, yaitu : lingkuggar lokal, lingkup pasar di dalam
negeri, dan lingkup pasar keluar negeri. Pasaririeaths konsumen penggemar
tumbuhan anggrek dan pedagang serta pengusahahambuoggrek, sedangkan untuk
bunga potong tumbuhan anggrek konsumen utamanyahad&o bunga atau perangkai
bunga. Pasar lokal lebih terkonsentrasi pada plmuaceran kepada konsumen
langsung, sedangkan pasar dalam dan luar negarpaiean pasar antar pengusaha dan
pedagang dengan transaksi jumlah besar tumbuhagredkngot berbunga dan bunga
potong tumbuhan anggrek.

Arena promosi dan pemasaran tumbuhan anggrek yaligg pefektif adalah
acara pameran tumbuhan anggrek dengan festifapddombaan tumbuhan anggrek
pot berbunga dan bunga potong tumbuhan anggrek.

Dalam kesempatan pameran tersebut dapat diperkiratame penyediaan yang
diminta pasar pada tiap jenis tumbuhan anggrek besbunga dan bunga potong
tumbuhan anggrek, serta dapat pula diketahui aedraskonsumen terhadap varitas

bentuk dan warna bunga tumbuhan anggrek.
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Pasar lokal tumbuhan anggrek dalam pot berbungddaga potong tumbuhan
anggrek disediakan untuk konsumen dalam kota d&itasgya yang terdiri atas :
penggemar dan pecinta tumbuhan anggrek; pedagalimmg<eumbuhan anggrek;
pedagang tumbuhan anggrek pada kios tempat-tempantu dalam kota; perhotelan,
perkantoran, gedung-gedung, pertemuan, pengusatiamp@an; toko-toko bunga,
florist, pesta-pesta perkawinan dan sebagainyaarPa&al terdiri dari konsumen
penggemar dan pecinta tumbuhan anggrek yang tedsgm dua kelompok yaitu
kelompok penggemar tumbuhan anggrek hibrida/buadan penggemar/pecinta
tumbuhan anggrek spesies/alam. Oleh karena itk yoatsar lokal sebaiknya disediakan
tumbuhan anggrek koleksi yang istimewa, langka gaoduk-produk baru dari
hibrida/buatan, serta spesies yang aneh-aneh,, datigka dan unik. Pasar lokal
dikatakan besar yang perlu mendapat perhatian dshr adalah konsumen perhotelan
dan perkantoran serta gedung-gedung pertemuan saaty memerlukan tumbuhan
anggrek pot berbunga untuk menghiasi di lobbi hoperkantoran, gedung-gedung
pertemuan, pesta-pesta, seminar dan rapat-rapat.

Pasar di dalam negeri perdagangan tumbuhan andgjggidupnya cukup luas
dan potensinya besar yang akan selalu berkembang teersama tersebarnya
pembangunan ekonomi daerah sebagai tindak lanjgrgpan otonomi daerah. Dengan
otonomi daerah masing-masing propinsi dan kabupaitan merupakan sentra-sentra
ekonomi yang dikembangkan sesuai kemampuan damgpoya. Peningkatan sosial
ekonomi daerah tersebut dapat diharapkan meningkatiya beli masyarakat dan pasti
akan berdampak positif bagi perdagangan di dalagerngumbuhan anggrek pot

berbunga maupun bunga potong tumbuhan anggrekmDafaktu yang tidak terlalu
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lama diharapkan tumbuh berkembang usaha petaniutiembanggrek di daerah dan
bertambah banyak pula jumlah penggemar dan petimduhan anggrek sehingga
meningkatkan pasar koleksi tumbuhan anggrek pobumga dan bunga potong
tumbuhan anggrek akan semakin besar untuk mengbtakhotel, perkantoran, pesta-
pesta perkawinan dan sebagainya.

Dampak positif dari penerapan otonomi daerah tetseérus dapat diantisipasi
oleh daerah yang kini merupakan sentra-sentra gsbdumbuhan anggrek seperti
misalnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, @annya untuk meningkatkan
kapasitas produksinya dalam bibit tumbuhan angdmbkida/buatan maupun kultur
jaringan, koleksi tumbuhan anggrek pot berbungatienga potong tumbuhan anggrek.
Kota-kota besar yang berpotensi besar sebagai fpasauhan anggrek di dalam negeri
yang sesuai pengalaman dan pengamatan adalah isebakat : Banda Aceh, Medan,
Pekanbaru, Padang, Palembang, Bangka, Jambi, Ben§andar Lampung, Bandung,
DKI Jakarta, Bekasi, Serang, Cirebon, Purwokertogyékarta, Solo, Semarang,
Surabaya, Malang, Denpasar, Mataram, kupang, Paktid@alangkaraya, Banjarmasin,
Balikpapan, Samarinda, Manado, Palu, Ujung Pand#&mmdari, Ambon, Sorong,
Jayapura, dan sebagainVa.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam earagli dalam negeri
tumbuhan anggrek pot berbunga dan bunga potongutummbanggrek yang pertama
adalah masalah angkutan. Ekspedisi angkutan dawat uglara dalam menangani
komoditas angkutan tumbuhan anggrek belum semugadan keharusan perlakukan

khusus bagi tumbuhan anggrek, bahwa diperlukaralpgah khusus kehati-hatian dan

% sarwonoMenghasilkan Anggrek Potong Kualitas PrimdgroMedia Pustaka, Depok, 2005, hal. 2.
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kecepatan. Perhatian yang kedua adalah tarif &agkgang tinggi terlebih ada yang
mengenakan surcharge atau biaya tambahan untuktangkimbuhan anggrek.

Lingkup pasar perdagangan tumbuhan anggrek kelemern atau pasar
internasional lingkupnya tidak terbatas namun pagamnya dapat diarahkan kepada
wilayah atau negera-negara tertentu yang memiékigng pasar yang besar, misalnya
pasar negara-negara Eropa yang bisa diarahkansk jpasar lelang negara Belanda di
Alsmeer yang akan mendistribusikan ke semua ndganpa Barat dan Eropa Timur,
Timur Tengah, Amerika Serikat, Jepang, dan lainni@moditas ekspor atau
perdagangan keluar negeri yang sudah lama ditudggundonesia untuk masuk pasar
dunia adalah tumbuhan anggrek jerdendrobium vanda dan intergeneriknya,
tumbuhan anggrek pot berbunga dan tumbuhan anggesies Indonesia. Tumbuhan
anggrek pot berbunga yang
mempunyai peluang pasar di luar negeri antara #iggrek bulan phalaenopsis,
dendrobium dan sebagainya.

Tumbuhan anggrek spesies Indonesia berbagai jemismiempunyai peluang
ekspor yang cukup menarik antara lain negara Jepbargnan, dan Amerika serikat.
Jenis dan varietas tumbuhan anggrek spesies Indoresy banyak diminati oleh pasar
luar negeri adalaendrobium, Bulbophyllum, Coelegyne, Cymbidium, |&aopsis,
Vandadan lain-lain.

Pasar perdagangan keluar negeri yang kemungkingat dditembus oleh
petani/pengusaha tumbuhan anggrek Indonesia dgrgyancanaan jangka menengah
dan jangka panjang adalah negara Jepang, kemudiangdam dengan mempersiapkan

komoditas perdagangan tumbuhan anggrek dalam viedténtu bisa dicoba menerobos
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pasar negara Jepang tersebut. Potensi pasar pegdagtumbuhan anggrek negara
Jepang sangat berpeluang besar, dengan serandgéderder pameran dan festival
tumbuhan anggrek lokal, nasional maupun internasidrerturut-turut atau sering
diadakan dari satu kota ke kota lainnya akan dagmbbuka peluang yang sangat besar
bagi pangsa pasar perdagangan komoditas tumbuhggre&npot berbunga dan
tumbuhan anggrek spesies Indonesia.

Pasar komoditas perdagangan tumbuhan anggrek ainddan keluar negeri
menurut pengamatan tidak pernah susut permintaarimg@ya kemungkinan turun
peningkatannya dengan adanya resesi ekonomi dimana; namun permintaan pasar
komoditas perdagangan tumbuhan anggrek pot berlarggumbuhan anggrek spesies
terus meningkat sehingga nadi penganggrekan dnbsia tidak ada alasan untuk tidak
meningkatkan produksinya di berbagai aspek komsdpardagangan tumbuhan
anggrek dan bunga potong tumbuhan anggrek. Dalamingieatkan produktivitas
tumbuhan anggrek, kualitas dan kuantitas untuk meire pasar perdagangan
tumbuhan anggrek di dalam dan keluar negeri , kaatapat dipikirkan bersama dalam
menyusun rencana jangka menengah dan jangka paunjaol melakukan penetrasi
pasar pasar internasional dengan memilih pasar anagara yang dimungkinkan

seperti halnya ke Jepang yang jelas-jelas berpglsangat besar.
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4.2 Keserasian Antara Prinsip Dasar Konvensi CITE®engan Prinsip Dasar UU

Nomor 5 Tahun 1990

Prinsip hukum atau asas hukum adalah mengenai apg ginamakan asas

hukum atau asas pada umumnya ada beberapa pefitiapat:

1.

BELLEFROID, bahwa asas hukum umatalahnorma dasar yang dijabarkan
dari hukum positifdan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dar
aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum riterupakan
pengendapan hukum posistif dalam suatu masyarakat.

VAN EIKEMA HOMMES, bahwa asas hukum itu tidak boletanggap
sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tefamiu dipandang
sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk- petungikhiokum yang berlaku.
Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada-asas hukum tersebut.
Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar pgauwnjuk arah dalam
pembentukan hukum positif.

THE LIANG GIE, bahwa asas hukum adalah suatu datiltum yang
dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankama-cara khusus
mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan padag&aran perbuatan untuk
menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatannya itu.

P. SCHOLTEN, bahwa asas hukuadalah kecenderungan-kecenderungan
yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita padgkum, merupakan
sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannyagaelpembawaan yang
umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prifgigum bukanlah

peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikolasar yang umum sifatnya atau

merupakan latar belakang dari peraturan yang korjamng terdapat dalam dan di

belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalamtyr@n perundang-undangan dan

putusan hakim yang merupakan hukum positif dan tddigatemukan dengan mencari

sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit terselfumngsi ilmu hukum adalah mencari

asas hukum ini dalam hukum positif.

Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang komkeitainkan merupakan

latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifaim atau abstrak. Peraturan hukum

%9 Sudikno Mertokusumdylengenal Hukum (suatu pengantarjberty, Yogyakarta, hal. 32-34
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yang konkrit itu dapat diterapkan secara langswadaperistivanya, maka asas hukum
diterapkan secara tidak langsung. Untuk menemukas aukum dicarilah sifat-sifat
umum dalam kaedah atau peraturan yang konkrit. birarti menunjuk kepada
kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam ketentuamrttkat yang konkrit itu.

Menurut Mahad? kata prinsip atau asas identik dengaimciple dalam bahasa
Inggris yang erat kaitannya dengan istifancipium (kata latin).Principium berarti
permulaan; awal; mula sumber; asal; pangkal; pakasgr; sebab. Adapun prinsip atau
asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan a@sgai dasar, sebagai tumpuan,
sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengekabasiesuatu hal, yang hendak
kita jelaskan. Dalam arti tersebut, katanciple difahamkan sebagai sumber yang abadi
dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bafzikan seseorang, suatu pernyataan
(hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebdagsar untuk menjelaskan
sesuatu peristiwa.

Pada umumnya prinsip atau asas hukum berubah meinkgedah hukumnya,
sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikutimpbedgan masyarakat, sehingga
terpengaruh oleh waktu dan tempat. Pembentukannykaktis perlu berorientasi
pada asas-asas hukum tersebut, sebab asas hukagaisdasar-dasar atau petunjuk
arah dalam pembentukan hukum positif. Perkembangakum dalam bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistendeyeasa ini perlu adanya
kepastian hukum yang mutlak dilakukan, terlebihi ldglam masa pembangunan

memerlukan perangkat hukum konservasi yang barg yeloih memadai dan sesuai

0 Mahadi,Falsafah Hukum Suatu Pengant@litra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 119.
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dengan perkembangan perdagangan tumbuhan angglai dgaya pemanfaatan
secara lestari.

Konvensi CITES yang merupakan ketentuan internasiodalam hal
perdagangan internasional flora dan fauna yangh¢arma punah dan UU Nomor 5
Tahun 1990 yang merupakan hukum konservasi dannmubasitif nasional yang
berasaskan untuk pelestarian kemampuan dan pertfanfaamber daya alam hayati
dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Tijuknm konservasi adalah
memberikan landasan atau dasar hukum bagi pengeliktmnservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya sehingga dapat mewujudk#estrian sumber daya alam
hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehinggat dapih mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu dgdmdumat manusia melalui
perdagangan tumbuhan anggrek.

4.2.1 Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Perdagangaiumbuhan Anggrek

Pembentukan konsep hukum dalam rangka sistematiasi penstrukturan
materiil hukum dalam proses terbentuk atau dirurmosgejumlah aturan umum dan
pengertian-pengertian hukum atau konsep-konsep nhufegal consept diperlukan
untuk memungkinkan atau memudahkan massa matekahif".

Nilai-nilai dasar dari hukum menurut Gustav Radhruketiga nilai dasar
tersebutadalah keadilangerechtigkeit, kegunaan (@meckmaszigkgitdan kepastian
hukum ¢echtssicherhejt Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai ataslari
hukum, namun antara mereka terdapat s&gannungsverhaitnissuatu ketegangan

satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang deniikidras dimengerti, oleh karena

! Bernard Arief SidhartaRefleksi Tentang Struktur llmu Hukuiandar Maju, Bandung, 1999, hal.
154,
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sebagaimana diuraikan di muka, ketiga-tiganya bemgutan yang berlain-lainan dan
yang satu sama lain mengandung potensi untuk bengan*

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positfgsi dunia hukum yang
dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandadgri sudut ilmu hukum
positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukudititik beratkan pada segi
kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukupagse sesuatu yang otonom,
yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran irkumu tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain idaekedar menjamin terwujudnya
kepastian hukur® Selanjutnya menurut Ahmad Ali pada halaman yanmasa
menjelaskan maksud pada penganut aliran ini “janjkum” yang tertuang dalam
rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yangushatiwujudkan. Aliran ini
melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukaatu yang “harus” tetapi suatu
yang “seharusnya”. Dapat mengerti bahwa apa yahgrsenya goller) belum tentu
terwujud dalam kenyataas€(in).

Salah satu dasar sebagaimana yang dimaksudkafRatidruch yaitu kepastian
hukum oleh sementara para ahli hukum berpendapateb&epastian hukum terwujud
dalam : tujuan hukurff. perlindungan dalam penegakan huRtidan tugas hukurif.
Bagi hukum yang ingin “menciptakan kepastian hukwalam hubungan antara orang-
orang dalam masyarakat dan untuk itu menurut $atfRahardjo terlebih dahulu harus
menciptakan suatu kepastian pula di dalam tububapdiri. Tuntutan yang terakhir ini

mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinytu yausunan tata aturan yang

42 Gustav Radbruch,oc. Cit, hal 36.
4% Ahmad Ali, Loc. Cit.,hal 94-95.
44 |bid., hal. 84.

3 bid., hal. 130.

48 Utrecht, Loc. Cit., hal.26-27
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penuh konsistendl. Hal tersebut senada dengan M. Isnd&niang mengungkapkan

bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikarsistensi akan mampu

melahirkan matra kepastian hukum seperti yang ahiaitapkan oleh khalayak luas.

Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangiu tidak dialiri arus

konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidaknph pasti, maka sulit sekali untuk

mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahioraat seperti itu. Padahal

kepastian hukum sebagai salah satu sendi utamaeafaturan perundangan disamping
aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan sdaiefnsi yang selalu dijadikan acuan
oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali meagan jasa hukum dalam

pelbagai transaksinya.

Prinsip kepastian hukum terhadap perdagangan tuambwnggrek dalam
Konvensi CITES seperti tercantum dalam Pasal It é/p ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) sebagai berikut :

Ayat (1) : Appendix | termasuk seluruh jenis yamgahcam kepunahan yang atau
mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Pandag spesimen
dari jenis ini harus melalyieraturan khusus yang ketat(oleh penulis)
dalam rangka tidak menambah keterancaman dari d®lagan hidupnya
dan hanya diizinkan dalam keadaan yang eksepsional.

Ayat (2) : Appendix termasuk :

(a) Seluruh jenis walaupun saat ini tidak terancam pukemungkinan
bisa menjadi terancam kecuali jika perdaganganirseesdari jenis
tersebudiatur dengan ketat (oleh penulis) dalam rangka menghindari
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsundiam mereka;

(b) Jenis-jenis lainnya yangarus diatur (oleh penulis) agar perdagangan

spesimen dari jenis tertentu sebagaimana dimakada gub-paragraph
(a) di atas dapatikontrol secara efektif (oleh penulis).

" Satjipto Rahardjo Dan M. Isnaehlak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Ké&eaiigta
Hukum IndonesiaJurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996, Edisi V, hal 34

8 M. Isnaeni,Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Ké&eafigta Hukum di Indonesia,
Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996, hal. 34.
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Ayat (3) : Appendix Il termasuk seluruh jenis yasgatu Pihak mengidentifikasi
perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya (oleh penulisdengan tujuan
untuk mencegah atau membatasi eksploitasi, danbsaan dengan itu
memerlukan kerjasama dari Pihak lain dalam mengbp&rdagangannya.

Ayat (4) : Para Pihak tidak dapat mengizinkardpagangan segala spesimen dari jenis
yang termasuk dalam Appendix I, Il, dan Ill kecuaésuai dengan
ketentuan-ketentuan dari Konvensi ini(oleh penulis).

Bunyi Konvensi CITES Pasal Il ayat (1) tersebutatas yang dimaksud
peraturan khusus yang ketat, diatur dengan kedatishdiatur, dikontrol secara efektif
perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya dan sedeagan ketentuan-ketentuan dari
konvensi ini yang oleh penulis ditebalkan dapataknai dengan adanya suatu prinsip
kepastian hukum dalam Konvensi CITES tersebut gghindiharapkan dalam
pelaksanaannya tetap dapat mengikuti ketentuand¢mnCITES.

Prinsip kepastian hukum dalam ketentuan Konven3iESI mengkelompokan
tumbuhan anggrek ke dalam jenis-jenis yang termdaildm Appendix | dan Appendix
II, jenis Appendix | CITES adalah seluruh jenis twhan anggrek yang terancam
bahaya kepunahan, yang terkena dampak atau tedeenpak oleh perdagangan dan
menjadi terancam punah. Perdagangan dalam artioek$mpor, re-ekspor atau
introduksi dari laut dari spesies-spesies ini hatidasarkan pada pertimbangan yang
sangat ketat agar tidak menambah keterancamanugemdya dan hanya diizinkan
hanya untuk kepentingan yang sangat eksepsiomas Appendix Il adalah jenis yang
populasinya di alam saat ini belum terancam balkayanahan namun dapat menjadi
terancam apabila perdagangannya tidak dikendatikarjenis lain yang populasinya di

alam saat ini belum terancam namun pemanfaatanm@yas hdikendalikan agar

pengendaliannya dapat terjamin.
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Prinsip kepastian hukum sangat diperlukan mengingegara Indonesia
merupakan negara yang berdasarkan atas hukum,paekagangan tumbuhan anggrek
dalam upaya pemanfaatan secara lestari perlu diasar hukum yang jelas, tegas dan
menyeluruh. Guna menjamin kepastian hukum tersebaka Pemerintah telah
mengundangkan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupdk&um positif yang
berlaku di Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi CITES, sepmgdalam pelaksanaan
perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemantetara lestari tersebut dalam
pelaksanaannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990s kiberi dasar hukum yang
jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepaltisom. Kepastian hukum yang
terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tersebutr8egeecantum dalam Pasal 20
ayat (1) jo PP Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 4 ayatb@ljwa tumbuhan dan satwa
digolongkan dalam jenis : a. tumbuhan dan satwag giimdungi dan b. tumbuhan dan
satwa yang tidak dilindungi, sehingga tumbuhan gglggdigolongkan menjadi
tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undangtdenbuhan anggrek yang tidak
dilindungi undang-undang, jenis tumbuhan anggreigydilindungi dimaksudkan untuk
melindungi spesies tumbuhan agar jenis tumbuhagrakgersebut tidak mengalami
kepunahan. Penetapan ini dapat diubah sewaktu-wéktgantung dari tingkat
keperluannya yang ditentukan oleh tingkat bahayaukahan yang mengancam jenis
tumbuhan anggrek dimaksud. Jenis tumbuhan dalamyhakepunahan meliputi jenis
tumbuhan yang dalam keadaan bahaya nyaris punameiauju kepunahan.

UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 26, bahwa pemanfaaterbey daya alam

hayati dan ekosistemnya secara lestari dilakukaalméegiatan pemanfaatan kondisi
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lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfgatétumbuhan dan satwa liar.
Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakuk@ngan memperhatikan
kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekasmggmis tumbuhan dan satwa
liar.

Prinsip kepastian hukum dalam perdagangan tumbahggrek dalam upaya
pemanfaatan secara lestari yang telah diatur dalagdang-undang Nomor 5 Tahun
1990 tersebut, dalam pelaksanaannya juga telalrdi#lam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan PeratBeamerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomon7Péaaturan Pemerintah Nomor
8 tersebut merupakan bentuk peraturan khusus yeiag &eperti yang terdapat dalam
prinsip kepastian hukum dalam Konvensi CITES. Blemaraturan yang khusus dan
ketat dalam perdagangan tumbuhan anggrek dalamauypayanfaatan secara lestari
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun Fa8@l 4 ayat (1) Jenis
tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongasbuhan dan satwa yang
dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang tidak dilmgl. Suatu jenis tumbuhan wajib
ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabéiait memenuhi kriteria sebagai
berikut : Mempunyai populasi yang kecil; Adanya peman yang tajam pada jumlah
individu di alam; dan daerah penyebarannya yangatas (endemik). Berdasarkan
BAB IIl Pasal 4 ayat (2), bahwa jenis-jenis tumbouhanggrek Qrchidaeag yang
dilindungi ada 27 jenis seperti daftar yang telefachpaikan di atas.

Uraian yang telah disampaikan di atas maka dapdifahami bahwa prinsip-
prinsip dasar Konvensi CITES sudah sesuai dengasipiprinsip dasar UU Nomor 5

Tahun 1990. Kesesuaiannya tersebut dapat diliedadeadanya peraturan dasar yang
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jelas, tegas dan menyeluruh sehingga dapat menjad@nya kepastian hukum bagi
perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfsetara lestari. Kesesuaian
prinsip dasar Konvensi CITES tersebut dengan gridasar UU Nomor 5 Tahun 1990
tersebut tidaklah semuanya sesuai, nhamun ada satahhal yang tidak sesuai, yaitu
pemaknaan/penggolongan tumbuhan anggrek yang nkampsalah satu komoditi
penting dalam pelaksanaan perdagangan tumbuhan re&nggnternasional
(ekspor/impor). Dalam Konvensi CITES tumbuhan aeggrdigolongkan atau
diklasifikasikan dalam Appendisx |, Appendix Il d&ppendix Ill, sedangkan dalam
UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan hukum pas#gional tumbuhan anggrek
diklasifikasikan dalam 2 golongan, yaitu tumbuhamggrek yang dilindungi undang-
undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungdang-undang. Akibat
penggolongan tumbuhan anggrek tersebut yang tidaladersebut dipastikan adanya
permasalahan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Satjiptmai®pp dan M. Isnaeni
bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum wagdnuhi susunan tata aturan
yang penuh konsistensi. Berbicara masalah tatapeatysan hukum tidak lepas dari
hubungannya dengan sistematika peraturan-perakudam yang lain, sebab “hukum
merupakan suatu sistem” artinya bahwa hukum itwpedan tatanan, merupakan suatu
kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagaganunsur-unsur yang saling terkait
satu sama lain, atau dengan perkataan lain sistdumnh adalah suatu kesatuan yang
terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksii sama lain dan bekerja sama
untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatessehut diterapkan terhadap

kompleks unsur-unsur yuridis, seperti peraturanuhuykasas hukum dan pengertian
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hukum. Selanjutnya dalam kesatuan itu tidak dikdaknadanya konflik, pertentangan
atau kontradiksi antara bagian-bagiannya. Kalaupsarterjadi konflik, maka akan
segera diselesaikan oleh dan didalam sistem itdisedan tidak dibiarkan berlarut-
larut*®

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Satjiptmai®pp dan M. Isnaeni
tersebut diatas bahwa untuk mendapatkan suatu ti@pasukum wajib dipenuhi
susunan tata aturan yang penuh konsistensi. Nanaleimdkenyataannya bahwa
Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi CITEBasasnya mengikuti penggolongan
tumbuhan anggrek sesuai dengan Appendix |, Appehditan Appendix Ill, namun
kenyataannya menggolongkan menjadi 2 golonganu yaimbuhan anggrek yang
dilindungi undang-undang dan tumbuhan anggrek ytak dilindungi undang-
undang agar tidak terjadi masalah atau pertentangtu kontradiksi dalam
pelaksanaannya. Prinsip kepastian hukum KonvenEES&Idengan prinsip kepastian
hukum UU Nomor 5 Tahun 1990 terjadi adanya inkdess dalam penggolongan
jenis tumbuhan anggrek.

Selanjutnya dalam kesatuan itu tidak dikehenda&ngad konflik, pertentangan
atau kontradiksi antara bagian-bagiannya. Kalaupsarterjadi konflik, maka akan
segera diselesaikan oleh dan di dalam sistem ndisedan tidak dibiarkan berlarut-
larut. Pendapat Satjipto Rahardjo tersebut diatidsirapkan agar tidak terjadi adanya
inkonsisten yang berlarut-larut maka prinsip petgggan tumbuhan anggrek yang
menggolongkan menjadi 2 golongan, yaitu tumbuhauygek yang dilindungi undang-

undang dan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungiang-undang disesuaikan

4 M. IsnaeniLoc.Cit.,hal. 101.
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dengan prinsip kepastian hukum Konvensi CITES yamgnggolongkan menjadi

tumbuhan yang termasuk dalam Appendix | dan Appelidi

4.2.2 Prinsip Pemanfaatan Terhadap Perdagangan Tumihan Anggrek

Pemanfaatan tumbuhan anggrek dapat dilakukan dengeafalui usaha
perdagangan dan penangkaran. Prinsip pemanfaataada® perdagangan tumbuhan
anggrek sesuai dengan ketentuan CITES diwajibkamyad izin ekspor, impor, re-
ekspor sehingga dalam melakukan kegiatan perdagatugabuhan anggrek tersebut
perlu adanya legalitas izin yang harus dimiliki.

Tumbuhan anggrek berdasarkan Konvensi CITES diglm menjadi 2
golongan, yaitu tumbuhan anggrek yang termasukndafgpendix | CITES dan
Appendix Il CITES sehingga dalam prinsip pemanfaa@suai Konvensi CITES dalam
perdagangan tumbuhan anggrek digolongan menjadlicaggan, yaitu :

A. Prinsip pemanfaatan Konvensi CITES mengenairketsn perdagangan spesimen

dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalameAgix | CITES. Ketentuan

tersebut tercantum dalam tercantum Pasal Il sétbegikut™°

1. Seluruh perdagangan spesimen dari tumbuhan anggrek termasuk dalam
Appendix | CITES harus sesuai dengan ketentuanpadaal ini.

2. Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan akggang termasuk dalam
Appendix | CITES harus sebelumnya diterbitkan dapad menunjukkarzin
ekspor. 1zin ekspor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syarat telpbraihi :

a. Suatu Otoritas Keilmuan (llmiah) dari negara pesgek telah
memberikan pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggre§§ termasuk
dalam Appendix | tersebut tidak menimbulkan kerasaldetrimenta)
terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;

b. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspan ymhwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix $etert tidak
didapatkan dengan cara yang bertentangan dengamhu&gara tersebut
mengenai perlindungan tumbuhan anggrek.

%0 Ketentuan CITES Pasal Ill.
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c. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspan yahwa spesimen
hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rugakumeminimalkan
resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penangeamgnkejam; dan

d. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspon yetwa izin impor
bagi spesimen tersebut telah diterbitkan oleh regangimpor.

3. Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yangasuk dalam Appendix |
CITES harus sebelumnya telah mendapatkan dan daaeatinjukkanizin
impor dan sertifikat ekspor atau re-ekspor. Izin impor hanya dapat
diterbitkan bila syarat-syarat berikut telah dip@nu
a. Suatu Otorita Keilmuan (llmiah) dari negara pengimiglah memberikan

pendapat bahwa impor tersebut akan digunakan uoju&n-tujuan yang
tidak menimbulkan kerusakadgtrimenta) terhadap kelangsungan hidup
jenis tumbuhan anggrek tersebut;

b. Suatu Otorita Keilmuan dari negara pengimpor yaki@hwa calon
pemelihara dari spesimen tumbuhan anggrek tersehalt secara baik
yang dilengkapi fasilitas untuk memelihara spesiteesebut; dan

c. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengimpornyakhwa spesimen
tersebut tidak diperuntukkan utamanya bagi tujugman komersial.

4. Re-ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhagrakg/ang termasuk dalam
Appendix | CITES memerlukan sebelumnya diterbitkdan ditunjukkan
sertifikat re-ekspor. Sertifikat re-ekspor hanyapata diterbitkan apabila
memenuhi syarat-syarat berikut telah terpenuhi:

a. Suatu Otoritas Pengelola negara yang akan melaku@kspor yakin
bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dafgendix |
tersebut diimpor ke dalam negara tersebut sesuagate ketentuan-
ketentuan Konvensi CITES ini;

b. Suatu Otoritas Pengelola negara yang akan melakdahkspor yakin
bahwa spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dafgrendix |
tersebut akan disiapkan dan diangkut sedemikiana rupntuk
meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan penanganan yang
kejam; dan

c. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspan yehwa izin impor
telah diterbitkan bagi spesimen hidup.

B. Prinsip pemanfaatan Konvensi CITES mengenainkess perdagangan spesimen
dari jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalameAg Il CITES. Ketentuan
tersebut tercantum dalam Pasal IV sebagai berikut:

1. Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan akgtarg termasuk dalam
Appendix Il CITES harus sebelumnya diterbitkan dapat menunjukkan izin
ekspor. 1zin ekspor hanya dapat diterbitkan biratsyarat telah dipenuhi :

a. Suatu Otoritas Keilmuan (llmiah) dari negara pesgek telah memberikan
pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggrek yang teknaadam Appendix
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Il tersebut tidak menimbulkan kerusakandetfimenta) terhadap
kelangsungan hidup jenis tersebut;

b. Suatu Otoritas Pengelola dari negara pengekspon ya&hwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix tbetmut tidak
didapatkan dengan cara yang bertentangan dengamhokgara tersebut
mengenai perlindungan tumbuhan anggrek; dan

c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspornybkhwa spesimen
hidup akan disiapkan dan diangkut sedemikian rugakumeminimalkan
resiko luka-luka, merusak kesehatan atau penangeamankejam.

2. Otoritas llmiah di setiap Pihak harus memonpenerbitan izin ekspor oleh
negara tersebut bagi spesimen dari jenis tumbulmggrek yang termasuk
dalam Appendix II CITES dan realisasi ekspor yaagatli dari spesimen
tersebut. Dalam hal Otorita lImiah menetapkan bakkspor yang spesimen
dari suatu jenis harus dibatasi dalam rangka méaralijenis tersebut di daerah
penyebarannya pada tingkat sesuai dengan peraragea gkosistem tempat
hidupnya serta diatas tingkat yang mungkin dapanjacikan jenis tersebut
memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam AppendiATIES, Otorita limiah
harus memberikan pendapat kepada Otoritas Pengédokait, mengenai
tindakan yang perlu dilakukan untuk membatasi pateer izin ekspor bagi
spesimen dari spesies tumbuhan anggrek yang tekndedam Appendix |
tersebut.

3. Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yanmgasuk dalam Appendix I
CITES memerlukan sebelumnya ditunjukkan adanyaekspor atau sertifikat
re-ekspor.

4. Re-ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhagrekgyang termasuk dalam
Appendix Il CITES memerlukan sebelumnya diterbitkdam ditunjukkannya
sertifikat re-ekspor. Sertifikat re-ekspor hanyaataditerbitkan apabila syarat-
syarat berikut telah dipenuhi :

a. Otoritas Pengelola negara yang melakukan re-eksgdon bahwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendixrfletmut diimpor ke
dalam negara sesuai dengan ketentuan-ketentuareKsin®I TES ini;

b. Otoritas Pengelola negara yang melakukan re-ekggan bahwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendixdugitersebut akan
disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk mematkan resiko luka-
luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi CITES tersebuata, bahwa dalam

melakukan perdagangan tumbuhan anggrek baik yanms$ek dalam Appendix | dan
Appendix Il harus memiliki izin ekspor, impor dae-ekspor. Izin ekspor, impor, re-
ekspor tersebut merupakan adanya prinsip pemanfagaag disyaratkan dalam

pelaksanaan Konvensi CITES tersebut.
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Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, bahwa tumbufwaggrek untuk
keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penaagkdan hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum ledien setelah mendapat
rekomendasi Menteri Kehutanan, badan usaha yangkmoieln perdagangan jenis
tumbuhan anggrek wajib : memiliki tempat dan féaslipenampungan yang memenubhi
syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tamhumsaha perdagangan, dan
menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagaga, serta diwajibkan
membayar pungutan yang ditetapkan berdasarkan uPamatMenteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-11/2006 tgalg3 Januari 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan danBigiang Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam.

Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarkakupn perdagangan
dalam negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor daandlahelakukan kegiatannya wajib
dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasaMeimteri Kehutanan. Dokumen
perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor danrirdpryatakan sah apabila telah
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memilikkuinen pengiriman atau
pengangkutan, memiliki izin ekspor, re-ekspor, atasmpor dan mendapatkan
rekomendasi otorita keilmuarS¢ientific Authority. Sebelum di ekspot tumbuhan
anggrek tersebut wajib dilakukan tindak karantiemghn memeriksa kesehatan jenis
tumbuhan anggrek, kelengkapan dan kesesuain spesiemgan dokumen. Ekspor, re-
ekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tanpardek atau memalsukan dokumen
atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen termaslsfam pengertian

penyelundupan.
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Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomd?.19/Menhut-
[1/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkarambuhan dan Satwa, bahwa
penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pd&agegiiakan dan pembesaran
tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahakdauirnian jenisnya. Tujuan
penangkaran tumbuhan anggrek adalah untuk mendapatiesimen dalam jumlah,
mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetijant® sehingga dapat
mengurangi tekanan langsung terhadap populasiadn,atlan mendapatkan kepastian
secara administratif maupun secara fisik bahwa pématan spesimen tumbuhan yang
dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adeliahr-benar berasal dari kegiatan
penangkaran. Bentuk penangkaran tumbuhan anggrepa@erbanyakan tumbuhan
anggrek secara buatan dalam kondisi yang terkof#réficial Propagation).

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbainggrek dilakukan
melalui kegiatan perbanyakan tumbuhan anggrek adratan dalam lingkungan yang
terkontrol dan pembesaran anakan yang diambiladam. Kegiatan penangkaran dapat
dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi &&mbaga konservasi untuk
tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang mmauypang tidak dilindungi
undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin kugkapat menjual hasil
penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasamgkaran tumbuhan anggrek,
standar kualifikasi tersebut ditetapkan denganrdasdmbangan batas jumlah populasi
tumbuhan anggrek hasil penangkaran, professiorgiatesn penangkaran dan tingkat
kelangkaan jenis tumbuhan anggrek yang ditangkark@ari hasil penangkaran

tumbuhan anggrek baik yang dilindungi undang-undaagpun yang tidak dilindungi
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undang- undang dapat digunakan untuk keperluan agamgan, karena hasil
penangkaran tumbuhan anggrek yang dilindungi undadgng dinyatakan sebagai
tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-ugdan

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapaakukbn setelah
mengalami perbanyakan bagi tumbuhan anggrek ydmglaingi undang- undang dan
diwajibkan memberi penandaan dan atau sertifiki@s bhasil tumbuhan anggrek yang
ditangkarkan. Setiap orang, Badan Hukum, Kopedei, Lembaga Konservasi yang
mengajukan permohonan untuk melakukan penangkawgitn memenuhi syarat-syarat
: Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidg@gmangkaran tumbuhan anggrek,
memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang nmerhe syarat-syarat teknis
penangkaran, dan membuat proposal kerja. Sedamgfam menyelenggaran kegiatan
penangkaran anggrek berkewajiban untuk: membuat oduk tumbuhan anggrek
yang diatangkarkan, melaksanakan sitem penandaanatiau sertifikasi terhadap
individu jenis tumbuhan anggrek, dan membuat lapdrarkala untuk diserahkan
kepada Pemerintah.

Pelaksanaan Konvensi CITES sesuai dengan prinsipapatannya di
Indonesia terjadi adanya inkonsisten, inkonsisteimsi tercantum dalam Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pasalt9Hyayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) yang berbunyi:

Ayat (1) : Setiap orang, badan hukum, koperasi &abaga konservasi dapat
melakukan penangkaran jenis tumbuhan dan satwaalias izin
Menteri.

Ayat (2) : Izin penangkaran sebagaimana dimaksdand ayat (1) sekaligus juga
merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkasatelah
memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.

Ayat (3) : Standar kualifikasi penangkaran sebagasndimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan dengan dasar pertimbangan:
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a. Batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa | hasi
penangkaran;
b. Profesionalisme kegiatan penangkaran;
c. Tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yataggkarkan.
Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut tentang standaallikasi penangkaran diatur
oleh Menteri.

Bunyi pasal tersebut diatas dimaksudkan bahwapsetiang, badan hukum,
koperasi atau lembaga konservasi dapat melakukaangkaran jenis tumbuhan dan
satwa liar sehingga pemegang izin penangkaran tharbwanggrek apabila telah
memenuhi standar kualifikasi seperti yang tercantiatam Pasal 9 ayat (3) sekaligus
akan mendapatkan izin untuk dapat menjual hasiampgkaran tumbuhan anggrek
tersebut. 1zin untuk dapat menjual tersebut menpantulis adalah izin untuk dapat
menjual tumbuhan anggrek dalam negeri yang berzipasebagai pengedar tumbuhan
anggrek dari hasil penangkaran dalam negeri danuztuk dapat menjual tumbuhan
anggrek ke luar negeri berupa izin sebagai pengedaiouhan anggrek ke luar negeri
yang biasa disebut dengan izin ekspor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Repuidi@nesia Nomor :
P.19/Menhut-11/2005 tentang Penangkaran TumbuhanS#dwa Liar dalam Pasal 51
disebutkan sebagai berikut:

Hasil perbanyakanaftificially propagated specimehdumbuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), ayat (3), ayatfat (5) dan ayat (6) dapat
dimanfaatkan.

Hasil perbanyakan tumbuhan anggrek sebagaimarentar dalam Pasal 50
tersebut dapat dimanfaatkan, menurut analisis peiahwa pemanfaatan tumbuhan
anggrek hasil perbanyakan tersebut dapat dipeogiddan baik di dalam negeri

maupun ke luar negeri dan berdasarkan ketentuanefsn CITES, untuk melakukan

perdagangan tumbuhan anggrek keluar negeri divagilskempunyai izin ekspor. 1zin
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ekspor tersebut berdasarkan Keputusan Menteri kahatRepublik Indonesia Nomor :
P.19/Menhut-11/2005 tentang Penangkaran TumbuharSd&wa Liar 447/Kpts-11/2003
tentang Tata Usaha Pengambilan atau PenangkaparPetadaran Tumbuhan dan
Satwa Liar diwajibkan mengajukan permohonan izirpaka Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagaiitatoipengelola lanagement
Otority) sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalai@®® Tahun 1999 Pasal 51.
Terjadinya inkonsisten dalam pelaksanaan KonvenSIES perdagangan
tumbuhan anggrek di Indonesia yang telah diuraiteasebut diatas karena dalam
Peraturan Pemerintah telah disebutkan bahwa izinamgkaran sekaligus juga
merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangka@ielah memenuhi standar
kualifikasi penangkaran tertentu, namun menurutifdean Menteri Kehutanan untuk
dapat memiliki izin perdagangan baik dalam negeaupun keluar negeri/ekspor
diwajibkan mengajukan permohonan lagi sesuai dengarsyaratan yang telah
ditentukan. Menurut heirarki peraturan perundandamndonesia Peraturan Menteri
Kehutanan tidak boleh menyimpang dari Peraturanefiaemah dalam ketentuan yang
sama.
4.2.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangn Tumbuhan Anggrek
Menurut Philipus M. Hadjon, hukum merupakan bagimtegral dari
kehidupan manusia, hukum mengatur dan menguasausisardalam kehidupan
bersama. Sebagai konsekuenasinya, maka tata hubwitiklfolak pada penghormatan
dan perlindungan hukum bagi manusia yang berujuadapkepastian hukum.
Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusigidak lain merupakan

pencerminan dari pengakuan dan perlindungan tephhdl-hak asasi manusia. Tugas
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pokok dari hukum untuk menciptakan ketertiban, beketertiban merupakan suatu

syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yandutergonsep awal perlindungan

hukum sangat terkait dengan pemerintah dan tindgk@merintah sebagai titik

sentralnya. Lahirnya konsep ini dari perkembangakum administrasi negara di

negara barat, dimana lahirnya konsep-konsep tenpemgakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepadaapesan-pembatasan dan
peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerthtah.

Dalam Konvensi CITES yang telah ditanda tangart @& negara dan termasuk
Indonesia telah meratifikasinya. Negara Pihak at@gara yang telah hadir dan
menandatangani Konvensi CITES ini telah sepakat :

Mengakui bahwa flora dan fauna dalam banyak bentuk merek@g yindah dan
beraneka ragam merupakan bagian yang tak terganti#&a sistem-sistem
alami bumi yandharus dilindungi (oleh penulis) bagi generasi saat ini dan
generasi yang akan datang;

Menyadari bahwa nilai flora dan fauna dipandang dari segetdst, ilmiah, budaya,
rekreasi dan ekonomi tumbuh terus tak terbatas;

Mengakui bahwa manusia dan negara merupakanhdans menjadi pelindung (oleh
penulis) jenis-jenis flora dan fauna mereka sendiri

Mengakui, lagi, bahwa kerjasama internasional adalah esebagilpelindung jenis-
jenis flora dan fauna (oleh penulis}ertentu terhadap eksploitasi berlebihan
melalui perdagangan internasional;

Meyakini, sehubungan dengan hal di atas, mendesak untuk itliandbakan;

Telah sepakat, mengenai isi dari semua konvensi yang telah ditamgdani.

Kata harus dilindungi, harus menjadi pelindung gatindung jenis-jenis flora
dan fauna tersebut di atas adalah merupakan ppesiimdungan terhadap perdagangan
tumbuhan anggrek sehingga negara pihak berkewaglbarbertanggung jawab dalam

pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemagdombuhan anggrek baik di

dalam negeri maupun keluar negeri/ekspor.

® philipus M. HadjonPengantar Hukum Administrasi Indonesajah Mada University, Yogyakarta,
2002, hal 13.
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Perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhggrein dalam upaya
pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lesttmdonesia sesuai dengan UU
Nomor 5 Tahun 1990 bertujuan untuk mewujudkan tenggaranya pembangunan
menuju masyarakat yang sejahtera, telah berjal&opclama. Hasil pembagunan itu
sendiri dirasa cukup menggembirakan, akan tetapianti pihak terdapat gejala
terjadinya kerusakan dan kepunahan dari suatu kekayalam sehingga dapat
mengganggu lingkungan hidup dan ekosistemnya. Ré&rgiada pengertian tersebut
maka diperlukan suatu prinsip pemikiran yang masakik menyelesaikan masalah
yang bertentangan, akan tetapi pada dasarnya wkperlkerjasama lain agar saling
mendukung yaitu keserasian antara pembangunanirdgwumgan yang tidak merusak
lingkungan alam. Usaha pembangunan yang dimaksudjade sendirinya akan
memanfaatkan sumber daya alam hayati berupa tumlarggrek, yang berpotensi dan
banyak terdapat di Indonesia. Namun demikian peasah sumber daya alam hayati
tumbuhan anggrek tersebut harus digunakan secomahdan dalam pengusahaannya
tetap dijaga agar tidak merusak tata lingkungantaseatilaksanakan dengan
kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan mempegkdn kebutuhan-kebutuhan
generasi-generasi yang akan datang.

Pengertian tersebut maka kekayaan bangsa Inddmesipa tumbuhan anggrek
haruslah dijaga keberadaannya sebagai cadangaronalsbagi usaha-usaha
pembangunan jangka panjang, baik di bidang ekoneosial budaya, ideologi dan
sebagainya. Usaha-usaha dimaksud pada dasarngh adaha konservasi yang terdiri
dari perlindungan, pengawetan dan pelestarian steosiyang merupakan konsep dasar

dan penyangga kehidupan yang dilakukan secara sleragan peri kehidupan manusia
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dan pembangunan nasional. Sumber daya alam hagatpakan unsur ekosistem yang
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahtersmyarakat dan mutu kehidupan
manusia, namun keseimbangan ekosistem harus tfamin. Mengingat pentingnya
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosisternaga peningkatan masyarakat
dan mutu kehidupan manusia, maka dalam mengupayakaservasi ini merupakan
tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masta Berhasilnya konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan dengan tercapainya tiga
sasaran konservasi, yatu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang memgjsistem penyangga
kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesgah manusia
(Perlindungan sistem penyangga kehidupan).

Perlindungan sistem penyangga kehidupan adalahpaean suatu sistem yang
terdiri atas proses yang berkait dengan yang lairdan saling mempengaruhi,
yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupaar manusia tidak

dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga dam ak@mpengaruhi

kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, pnages ekologis yang
mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilinduRgrlindungan sistem

penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dagakan-tindakan yang
berkaitan dengan perlindungan mata air, tebingiategungai, danau, dan
jurang, pemeliharaan hidrologi hutan, perlindungantai, pengelolaan daerah
aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan keindahan alam dan
lain-lain.

2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber igergdn tipe-tipe
ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangiman,pengetahuan,
dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuim@amusia yang
menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesegaht¢Pengawetan sumber
plasma nutfah).

Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan bateata ekosistemnya
adalah merupakan sumber daya alam hayati dan ekosiga yang terdiri atas
unsur-unsur hayati dan non hayati (baik fisik maupon fisik). Semua unsur
ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi, py@asalah satu unsur tidak
dapat diganti dengan unsur lain. Usaha dan tinde&aservasi untuk menjamin
keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar wrsur tersebut tidak punah
dengan tujuan agar tujuan masing-masing unsur degpatngsi dalam alam dan
agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimardaabtagi kesejahteraan

%2 penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1990.
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manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ddpks$anakan di dalam
kawasan (konservasi in-situ) atau di luar kawakangervasi ex-situ).

3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alyati sehingga
terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerajpan pengetahuan dan
teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisrmy@nggunaan dan
peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasarasek@si secara optimal,
baik di darat maupun di perairan dapat mengakilmatkabulnya gejala erosi
genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber dégm hayati (Pemanfaatan
sumber daya alam hayati secara lestari).

Pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lgstdai hakekatnya adalah
merupakan suatu usaha pengendalian/ pembatasan galaanfaatan sumber
daya alam hayati, sehingga pemanfaatan tersebat ddpkukan secara terus-
menerus pada masa mendatang. Tumbuhan dan satwadiupakan bagian

dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergumahktuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, sehingga pemanfaatan sumber alaya hayati tersebut

dapat dilakukan dengan memperhatikan kelangsungéengi, daya dukung,

dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwarkabig.

Prinsip perlindungan hukum terhadap perdagangarbuben anggrek dalam
upaya pemanfaatan secara lestari terdapat dua tkegsn yang harus mendapatkan
kepastian hukum, yaitu aspek konservasi dan aspelagangan yang berorientasi pada
kegiatan ekonomi. Kedua kepentingan tersebut hegimbang sehingga perlindungan
hukum dapat dicapai.

4.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Komoditas Rerdagangan Tumbuhan
Anggrek Pada Era Globalisasi

Di Indonesia ada beberapa tumbuhan anggrek yaagdam kepunahan dan
bahkan beberapa tumbuhan anggrek telah punah dea foumi ini akibat kegiatan
manusia yang tidak terkendali baik kegiatan pengdaniar (illegal logging) maupun
perdagangan baik legal maupun illegal. Kepunahaatusijenis akan mempunyai
dampak terhadap manusia dan memutuskan mata ramiangan timbal balik balik
antara komponen ekosistem, yang pada akhirnyarmakangikan manusia sebagai mata

rantai tertinggi. Salah satu upaya yang pentingrdainencegah kepunahan tumbuhan
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anggrek tersebut adalah dengan menetapkan statlisdpegan hukum terhadap
perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfsatzara lestari melalui

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundamgak perlindungan hukum

tumbuhan anggrek telah dimulai sejak jaman Beladda kemudian Pemerintah
Indonesia juga berupaya melindungi jenis-jenis tuham anggrek yang merupakan
sumber daya alam hayati yang terancam punah detfigaluarkannya UU Nomor 5

Tahun 1990. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 hatsgenis-jenis tumbuhan

anggrek dibagi menjadi 2 golongan/kelompok, yaenig tumbuhan anggrek yang
dilindungi undang-undang dan jenis tumbuhan anggeelg tidak dilindungi undang-

undang.

Perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhaygredn dalam
pemanfaata secara lestari, Indonesia telah mé&esifikonvensi CITES, jenis-jenis
tumbuhan anggrek di golongkan/dikelompokan ke dafgpendix | dan Appendix Il,
Jenis Appendix | adalah seluruh jenis tumbuhan meakggang terancam bahaya
kepunahan yang terkena dampak atau mungkin terdehaperdagangan dan menjadi
terancam punah. Perdagangan dalam arti eksporr,jimgekspor atau introduksi dari
laut dari spesies-spesies ini harus didasarkan padenbangan yang sangat ketat agar
tidak menambah keterancaman kehidupannya dan hdayat diizinkan untuk
kepentingan yang sangat eksepsional, sedangkak jemis Appendix Il adalah jenis
yang populasinya di alam saat ini belum terancatmya kepunahan namun dapat
menjadi terancam apabila perdagangan tidak dikéaaaldan jenis lain yang
populasinya di alam saat ini belum terancam naneunmgmfaatannya harus dikendalikan

agar pengendalian perdagangan dapat terjamin.
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4.3.1 Pemaknaan Penggolongan Tumbuhan Anggrek di dionesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang merupaka@angidndang yang
secara khusus mengatur pelestararian tumbuhan alava deserta ekosistemnya,
mengklasifikasikan tumbuhan anggrek menjadi duarggdn, yaitu jenis tumbuhan
anggrek dilindungi dan tidak dilindungi undang-ungaJenis tumbuhan anggrek yang
dilindungi merupakan jenis yang langka dan teranbahaya kepunahan sehingga perlu
dilindungi dan atau tidak boleh diambil, dimilikerda diperdagangkan, baik dalam
keadaan hidup maupun mati dan/atau bagian-bagiadeyés tumbuhan anggrek yang
tidak dilindungi adalah jenis tumbuhan anggrek y&efperadaannya (populasi dan
sebarannya) masih memungkinkan untuk dimanfaatkammasuk diperdagangkan.
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak menganis-jenis tumbuhan
anggrek yang tidak dilindungi undang-undang setangmis-jenis tumbuhan anggrek
yang tidak dilindungi undang-undang tidak mendggtindungan hukum yang jelas
dalam aspek konservasinya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesimdk 43 Tahun 1978
Tentang Pengesahan Konvensi Perdagangan Interahsiloma dan Fauna Terancam
Punah. Konvensi CITES adalah konvensi tentang Bardgn Internasional Jenis-jenis
Flora dan Fauna Terancam Punah. Konvensi ini dit@mdani di Washington, D.C.-
USA pada tanggal 3 Maret 1973 dan selanjutnya diw@Bonn pada tanggal 22 Juni
1979 yang di hadiri dan ditanda tangani oleh 78&reeg\Negara Pihak atau negara yang

telah hadir dan menandatangani konvensi CITESlahtsepakat :
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Prinsip-prinsip Dasar Konvensi CITES ini telah mgolgngkan jenis-jenis

tumbuhan anggrek sebagai berikiit:

1.

4.

Appendix ] termasuk seluruh jenis yang terancam kepunahag wdau
mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Pandag spesimen dari
jenis ini harus melalui peraturan khusus yang kelatam rangka tidak
menambah keterancaman dari kelangsungan hidupnyahaaya diijinkan
dalam keadaan yang eksepsional;

Appendix Il, termasuk:

(a). Seluruh jenis yang walaupun saat ini tidakrieam punah kemungkinan
bisa menjadi terancam kecuali jika perdaganganirseesdari jenis
tersebut diatur dengan ketat dalam rangka menghin@ananfaatan
yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup medaka;

(b). Jenis-jenis lainnya yang diatur agar perdgganspesimen dari jenis
tertentu sebagaimana dimaksud pada sub-paragrgpligtas dapat
dikontrol secara efektif.

Appendix Ill, termasuk seluruh jenis yang sudihak mengidentifikasi

perlunya pengaturan dalam yurisdiksinya dengaratujuntuk mencegah atau

membatasi eksploitasi, dan sehubungan dengan imenhgan kerjasama dari

Pihak lain dalam mengontrol perdagangannya.

Para pihak tidak dapat mengizinkan perdaganggala spesimen dari jenis

yang termasuk dalam Appendix I, Il dan Il kecusdsuai dengan ketentuan-
ketentuan dari Konvensi ini.

Ketentuan perdagangan spesimen dari jenis yangsetdalam Appendix I, II,

dan lll ini dalam melakukan kegiatan ekspor hammemiliki izin  ekspor. Izin

ekspor hanya dapat diterbitkan bila syarat-syazekbt telah dipenuhi*

1.

Suatu Otorita Keilmuan (llmiah) dari negera pengekstelah memberikan
pendapat bahwa ekspor tersebut tidak menimbulkams&kan (detrimental)
terhadap kelangsungan hidup jenis tersebut;

Suatu Otorita Pengelola dari negera pengekspornydldhwa spesimen
tersebut tidak di dapatkan dengan cara yang bartgah dengan hukum
negara tersebut mengenai perlindungan flora darafau

Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksponyadiiwa spesimen hidup
akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa unteknimimalkan resiko

luka-luka, merusak kesehatan atau penanganan ygauimkdan

Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksponyziwa izin ekspor bagi
spesimen tersebut telah diterbitkan oleh negargipgor.

%3 Ketentuan CITES Pasal IlI
54 Ketentuan CITES Pasal IV.
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Konvensi CITES menggolongkan jenis tumbuhan ang@eekialam dua kelas
utama, yaitu yang termasuk dalam Appendix | atabuliatu negara dalam hal tertentu
dapat mengusulkan suatu jenis ke dalam Appendiyatlg dapat disetarakan dengan
Appendix | atau Il. Berdasarkan nilai dan statuamaperlindungannya, jenis tumbuhan
anggrek yang dilindungi di Indonesia dapat disétmmadengan jenis yang termasuk
dalam Appendix | CITES. Kedua kategori ini mempurigréteria biologis yang hampir
sama dalam penetapannya. Jenis-jenis tumbuhan ekng@gmng terancam bahaya
kepunahan termasuk jenis-jenis endemik yang halinsluhgi, sehingga hampir semua
jenis tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appen@ilES serta beberapa jenis
tumbuhan anggrek Appendix Il yang di Indonesiarteaan punah, telah dilindungi.

Pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek di Indodes juga telah
diwajibkan bagi negara yang telah meratifikasi Kemsi CITES tersebut, maka sesuai
dengan ketentuan dan Peraturan Pemerintah Noma@n®ng Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa, maka yang ditunjuk sebagaitagopengelola Nlanagement
Authority) adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia daahteli delegasikan
kewenangan tersebut kepada Direktur Jenderal Berigan Hutan dan Konservasi
Alam (termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alamgymerupakan Unit Pelaksana
Teknis sebagai kepanjangtanganan pelaksanaan pegiag tumbuhan anggrek di
daerah), sedangkan selaku otoritas keilmu&ciefitific Authority) adalah Ketua
Lembaga Iimu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kedu@béga inilah sebagai pelaksana
kontrol terhadap pemanfaatan sumber daya alamihagraipa perdagangan tumbuhan

anggrek baik di dalam negeri maupun ke luar négeri.

%5 Budi Rianto, SamedLoc Cit.,hal. 102.
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Telah diratifikasinya Konvensi CITES sesuai deng&eputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 dan jugahtelisahkan dalam Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Undamggiridomor 5 Tahun 1994,
merupakan perwujudan sinergi dari tekad Negara Biplndonesia dengan prinsip-
prinsip konservasi dalam ketentuan CITES, dalamaksalinakan kegiatan konservasi
(pelestarian) tumbuhan anggrek yang secara nyatas hdilestarikan. Sebagai
konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut, adas@uruh ketentuan yang ada dalam
CITES tersebut menjadi kewajiban bersama dalam ksateakan ekosistem secara
global. Indonesia tercatat sebagai salah satu agqgamgekspor utama berbagai jenis
tumbuhan anggrek baik spesies/alam dari hasil gg@aan maupun tumbuhan anggrek
hibrida/buatan, dengan demikian salah satu upay&k unencapai pemanfaatan sumber
daya alam hayati secara lestari dengan optimalahdadlengan cara melakukan
pengawasan secara efektif dalam peredaran perdagémnmgbuhan anggrek tersebut.

Telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan BanBsagsa tentang
Keanekaragaman Hayati yang telah diundangkan bemiceas Undang-undang Nomor 5
Tahun 1994 dan juga telah diundangkannya UU Nom®attun 1990 serta Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kekajiban melaksanakan dan
mengembangkan legislasi nasional yang sesuai dekdgawensi CITES yang telah
diratifikasi sejak tahun 1978 melalui Keputusansiien Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1978, maka ketentuan konservasi keanekaragdmangati dan ekosistemnya
perlu disesuaikan dengan perkembangan internasiotebebut. Mengenai
penggolongan dalam status tumbuhan anggrek yangbagnmenjadi 2 golongan

disarankan dengan membagi sesuai dengan ketentravesi CITES.
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4.3.2 Prosedur Perizinan Perdagangan Tumbuhan Angek

Berdasarkan Konvensi CITES ketentuan perdagangarbuiban anggrek

dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

A. Perizinan Perdagangan Tumbuhan Anggrek yang Tekmdalam Appendix |

CITES.

Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggned termasuk dalam

Appendix | CITES harus sebelumnya diterbitkan dapad menunjukkan izin

ekspor. 1zin ekspor hanya dapat diterbitkan bikrattsyarat telah dipenuhi :

a.

Suatu Otorita Keilmuan (llmiah) dari negara pengekstelah memberikan
pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggrek yang tekntedam Appendix |

tersebut tidak menimbulkan kerusakastet(imenta) terhadap kelangsungan
hidup jenis tersebut;

Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspornyddahwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendixsebart tidak didapatkan
dengan cara yang bertentangan dengan hukum negesabut mengenai
perlindungan tumbuhan anggrek.

Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspomnya&hwa spesimen hidup
akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa unteknimimalkan resiko luka-
luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kegam;

Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksponya&hwa izin impor bagi
spesimen tersebut telah diterbitkan oleh negargipgor.

Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yangnasuk dalam

Appendix | CITES harus sebelumnya telah mendapatkan dapat menunjukkan
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izin impor dan sertifikat ekspor atau re-ekspom limpor hanya dapat diterbitkan

bila syarat-syarat berikut telah dipenuhi :

a. Suatu Otorita Keilmuan (llmiah) dari negara pengimpelah memberikan
pendapat bahwa impor tersebut akan digunakan unjuéin-tujuan yang tidak
menimbulkan kerusakanddtrimenta) terhadap kelangsungan hidup jenis
tumbuhan anggrek tersebut;

b. Suatu Otorita Keilmuan dari negara pengimpor ydlahwa calon pemelihara
dari spesimen tumbuhan anggrek tersebut telah ssduak yang dilengkapi
fasilitas untuk memelihara spesimen tersebut; dan

c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengimpor yb&imva spesimen tersebut
tidak diperuntukkan utamanya bagi tujuan-tujuan &csial.

Re-ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan akhggreg termasuk dalam
Appendix | CITES memerlukan sebelumnya diterbitkiam ditunjukkan sertifikat
re-ekspor. Sertifikat re-ekspor hanya dapat ditkalni apabila memenuhi syarat-
syarat berikut telah terpenuhi :

a. Suatu Otorita Pengelola negara yang akan melakokakspor yakin bahwa
spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appetersebut diimpor
ke dalam negara tersebut sesuai dengan ketenttemtkan Konvensi CITES
ini;

b. Suatu Otorita Pengelola negara yang akan melakukakspor yakin bahwa
spesimen tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appértersebut akan
disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk mematkan resiko luka-luka,

merusak kesehatan atau penanganan yang kejam; dan
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c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengeksgkinybahwa izin impor telah
diterbitkan bagi spesimen hidup.

. Perizinan Perdagangan Tumbuhan Anggrek yang Tekndalam Appendix Il

CITES.

Ekspor suatu spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yermasuk dalam
Appendix Il CITES harus sebelumnya diterbitkan diapat menunjukkan izin
ekspor. 1zin ekspor hanya dapat diterbitkan bikrattsyarat telah dipenuhi :

a. Suatu Otorita Keilmuan (llmiah) dari negara pengekstelah memberikan
pendapat bahwa ekspor tumbuhan anggrek yang teknoagam Appendix Il
tersebut tidak menimbulkan kerusakastet(imenta) terhadap kelangsungan
hidup jenis tersebut;

b. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspornydldahwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendixr$etrut tidak didapatkan
dengan cara yang bertentangan dengan hukum negesabut mengenai
perlindungan tumbuhan anggrek; dan

c. Suatu Otorita Pengelola dari negara pengekspomyla&hwa spesimen hidup
akan disiapkan dan diangkut sedemikian rupa unteknimimalkan resiko luka-
luka, merusak kesehatan atau penanganan yang kejam.

Otorita limiah di setiap Pihak harus memonitor pbitan izin ekspor oleh
negara tersebut bagi spesimen dari jenis tumbuhggrek yang termasuk dalam
Appendix Il CITES dan realisasi ekspor yang terg@alii spesimen tersebut. Dalam
hal Otorita llmiah menetapkan bahwa ekspor yangispen dari suatu jenis harus

dibatasi dalam rangka memelihara jenis tersebutlagirah penyebarannya pada
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tingkat sesuai dengan perannya pada ekosistem téndognya serta diatas tingkat

yang mungkin dapat menjadikan jenis tersebut memesyarat untuk dimasukkan

dalam Appendix | CITES, Otorita Iimiah harus menikem pendapat kepada

Otorita Pengelola terkait, mengenai tindakan yaewupdilakukan untuk membatasi

penerbitan izin ekspor bagi spesimen dari spesiebuhan anggrek yang termasuk

dalam Appendix Il tersebut.

Impor spesimen dari jenis tumbuhan anggrek yangnasuk dalam
Appendix Il CITES memerlukan sebelumnya ditunjukkatanya izin ekspor atau
sertifikat re-ekspor. Re-ekspor suatu spesimen jdars tumbuhan anggrek yang
termasuk dalam Appendix [I CITES memerlukan sebelanditerbitkan dan
ditunjukkannya sertifikat re-ekspor. Sertifikat ekspor hanya dapat diterbitkan
apabila syarat-syarat berikut telah dipenuhi :

a. Otorita Pengelola negara yang melakukan re-ekspimybahwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendixdetaut diimpor ke dalam
negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konverssani;

b. Otorita Pengelola negara yang melakukan re-eksp&iinybahwa spesimen
tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix diuitersebut akan
disiapkan dan diangkut sedemikian rupa untuk mematkan resiko luka-luka,
merusak kesehatan atau penanganan yang kejam.

Dari uraian tersebut jelaslah berdasarkan ketenKmmvensi CITES, bahwa
tumbuhan anggrek yang dapat diperdagangkan adafgiuhan anggrek yang termasuk

dalam Appendix Il CITES, sedangkan tumbuhan anggrakg termasuk dalam
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Appendix | CITES tidak boleh diperdagangkan karédak diizinkan diekspor untuk
kepentingan komersial.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, bahwa tumbuhaggrak untuk
keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penaagkdan hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum ledien setelah mendapat
rekomendasi Menteri Kehutanan, badan usaha yangkmoieln perdagangan jenis
tumbuhan anggrek wajib : memiliki tempat dan féaslipenampungan yang memenubhi
syarat-syarat teknis, menyusun rencana kerja tahumsaha perdagangan, dan
menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagaga, serta diwajibkan
membayar pungutan yang ditetapkan berdasarkan urPamatMenteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : P.02/Menhut-11/2006 tgalg3 Januari 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan danBigiang Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam.

Perdagangan tumbuhan anggrek diatur berdasarkgkupnperdagangan dalam
negeri, ekspor, re-ekspor, atau impor dan dalamakokhn kegiatannya wajib
dilengkapi dengan dokumen yang sah atas dasaMeimteri Kehutanan. Dokumen
perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor danrirdpryatakan sah apabila telah
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : memilikkuinen pengiriman atau
pengangkutan, memiliki izin ekspor, re-ekspor, atemmpor dan mendapatkan
rekomendasi otorita keilmuarS¢ientific Authority. Sebelum di ekspot tumbuhan
anggrek tersebut wajib dilakukan tindak karantiemghn memeriksa kesehatan jenis
tumbuhan anggrek , kelengkapan dan kesesuain spesiengan dokumen. Ekspor, re-

ekspor, atau impor jenis tumbuhan anggrek tanpardek atau memalsukan dokumen
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atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen termaslsfam pengertian
penyelundupan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republitoriasia Nomor
P.19/Menhut-11/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentangadPgkaran Tumbuhan dan Satwa,
bahwa penangkaran adalah upaya perbanyakan mgielngembangbiakan dan
pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetappen@mmankan kemurnian
jenisnya. Tujuan penangkaran tumbuhan anggrek ladeituk mendapatkan spesimen
dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekanagagenetik terjamin sehingga
dapat mengurangi tekanan langsung terhadap popdiasiam, dan mendapatkan
kepastian secara administratif maupun secara twikwa pemanfaatan spesimen
tumbuhan yang dinyatakan berasal dari kegiatan rkasan adalah benar-benar
berasal dari kegiatan penangkaran. Bentuk penamgktumbuhan anggrek berupa
perbanyakan tumbuhan anggrek secara buatan daladiskgang terkontrolArfificial
Propagation).

Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis tumbw@mayrek dilakukan
melalui kegiatan perbanyakan tumbuhan anggrek admatan dalam lingkungan yang
terkontrol dan pembesaran anakan yang diambiladam. Kegiatan penangkaran dapat
dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi &&mbaga konservasi untuk
tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang mmaugang tidak dilindungi
undang-undang.

Izin penangkaran juga sekaligus merupakan izin kurdapat menjual hasil
penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasamgkaran tumbuhan anggrek,

standar kualifikasi tersebut ditetapkan denganrdasdmbangan batas jumlah populasi
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tumbuhan anggrek hasil penangkaran, professiorgiatesn penangkaran dan tingkat
kelangkaan jenis tumbuhan anggrek yang ditangkark@ari hasil penangkaran
tumbuhan anggrek baik yang dilindungi undang-undaagpun yang tidak dilindungi
undang- undang dapat digunakan untuk keperluan agangjan, karena hasil
penangkaran tumbuhan anggrek yang dilindungi undana@ng dinyatakan sebagai
tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-ugdan

Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapaftukbn setelah mengalami
perbanyakan bagi tumbuhan anggrek yang dilindundang- undang dan diwajibkan
memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasibuhan anggrek yang
ditangkarkan. Setiap orang, badan hukum, kopedsesi, lembaga konservasi yang
mengajukan permohonan untuk melakukan penangkasgin memenuhi syarat-syarat
: Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidgegmangkaran tumbuhan anggrek,
memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang nmerhe syarat-syarat teknis
penangkaran, dan membuat proposal kerja. Sedamtgfam menyelenggaran kegiatan
penangkaran anggrek berkewajiban untuk: membuat ndtuk tumbuhan anggrek
yang ditangkarkan, melaksanakan sitem penandaan atiln sertifikasi terhadap
individu jenis tumbuhan anggrek, dan membuat lapdrarkala untuk diserahkan
kepada Pemerintah.

4.3.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran/Penyimpangan Pexdgangan Tumbuhan
Anggrek
Perlindungan hukum tersebut seperti tercantum dalenNomor 5 Tahun 1990

Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b :

Setiap orang dilarang untuk :
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a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkaemelihara,
mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang diilgidatau bagian-
bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagagidnnya dalam
keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Inglanke tempat lain di
dalam atau di luar Indonesia

Ketentuan pasal tersebut di atas masih ada perdgaguseperti termuat dalam
UU Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 22 ayat (1), ayatagt (3), dan ayat (4) :

(1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksachgslsal 21 hanya dapat
dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengataf) dan/atau
penyelematan jenis tumbuhan dan satwa yang lggagtam.

(2) Termasuk dalam penyelematan sebagaimana dimak$am dgat (1), adalah
pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan sapadk pihak lain di luar
negeri dengan izin Pemerintah.

(3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukainganbunuh satwa yang
dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karsuatu sebab satwa yang
dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagimana dimaksud dalaah @y, ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pidana termuat dalam UU Nomor 5 Tah@)Fasal 40 ayat (2) dan
ayat (4) :
“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggtedradap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) @ari2)yserta Pasal 33 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (limaun dan denda paling
banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pebmaggterhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) @ari2)yserta Pasal 33 ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Ygatwn dan denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
Menurut UU Nomor 5 tahun 1990 status perlindungarkum terhadap
tumbuhan anggrek hanya dibagi menjadi 2 (dua) ketdknyaitu tumbuhan anggrek
yang dilindungi undang-undang (langka dan teranpamah) dan tumbuhan anggrek

yang tidak dilindungi undang-undang (belum lang&a belum terancam punah). Untuk

tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-ugdgummlahnya masih terlalu
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banyak untuk dapat dikontrol, sementara itu keagsgrulasi tumbuhan anggrek yang

dilindungi banyak yang perlu dilakukan pengendaliernadap pemanfaatannya, agar

tidak menjadi langka dan terancam kepunahannyangghi perlu mendapatkan
perlindungan hukum yang pasti.

Berdasarkan Konvensi CITES, sanksi terhadap petaagg terhadap
perdagangan tumbuhan anggrek seperti dalam paldaebbgai berikut :

1. Negara pihak harus mengambil tindakan yang sesuakumenegakkan ketentuan-
ketentuan konvensi dan melarang perdagangan spegamng melanggar Konvensi
CITES. Tindakan tersebut termasuk :

a. Menghukum perdagangan, atau pemilikan, spesimeselst, atau keduanya;
dan

b. Melakukan penyitaan spesimen bersangkutan atau enmdyajikan ke negara
pengekspor.

2. Sebagai tambahan dari tindakan yang dilakukan degh@elanggaran perdagangan
tumbuhan anggrek tersebut, suatu negara pihak ,dapabila dipandang perlu,
menyiapkan suatu cara (metoda) secara internalepagvgjian biaya yang terjadi
akibat pentitaan spesimen yang diperdagangkan yaetanggar ketentuan-
ketentuan Konvensi CITES.

3. Sejauh mungkin, negara pihak menjamin bahwa serpesimen harus melalui
segala formalitas yang diperlukan dalam perdagamigsngan tingkat kelambatan
minimum (minimum delay Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, suatgaree
pihak dapat menetapkan pelabuhan-pelabuhan tersmitagai pelabuhan keluar

atau pelabuhan masuk dimana spesimen harus diayataduk dapat diizinkan.
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Negara pihak lebih lanjut harus menjamin bahwa ispEs hidup, selama waktu
transit, holding atau pengangkutan, diperlakukamgda baik dalam rangka
meminimalkan resiko luka-luka, merusak kesehatan perlakukan yang kejam.

. Dalam hal spesimen hidup disita sebagai hasiltdatakan sebagaimana dimaksud

dalam paragraph 1 pasal ini:

a. Spesimen harus diserahkan kepada Otorita Pengkeldlaegera yang menyita;
b. Otorita harus, setelah berkonsultasi dengan ngmEngekspor, mengembalikan
spesimen hasil sitaan ke negara dan atas biayaantgyaebut, atau kescue
center atau tempat lain yang sejenis dimana Otorita Pefyeghenganggap

sesuai dan konsisten dengan tujuan Konvensi CIGESS;

c. Otorita Pengelola dapat mencari advis dari Ototitaiah, atau apabila
diperlukan dapat berkonsultasi dengan Secretaaksnd rangka memfasilitasi
keputusan sebagaimana dimaksud dalam sub-parafivpplari paragraph ini,
termasuk pilihan-pilihanescue centeatau tempat lain.

. Rescue Center sebagaimana dimaksud dalam Paradeaf gasal ini berarti suatu

lembaga yang ditunjuk (dibentuk) oleh Otorita Pdolgeuntuk menjaga spesimen

hidup, terutama hasil sitaan.

. Setiap negara pihak harus memelihara record mengemdagangan tumbuhan

spesimen dari jenis-jenis yang termasuk dalam Agipefh Appendix Il atau

Appendix Ill, dan bila mungkin ukuran dan kelamaridspesimen terkait.

. Setiap negara pihak harus menyiapkan laporan plkriogengenai implentasi

Konvensi CITES dan mengirimkannya kepada Sekretaria
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(a) Sebuah laporan tahunan berisi ringkasan informeasj yertera di sub-paragraph
(b) dari Paragraph 6 dari pasal ini; dan
(b) Sebuah laporan dua tahunan mengenai legislasi,lategu dan tindakan
administrasi yang dilakukan untuk menegakkan KoevetTES.
8. Informasi sebagaimana dimaksud paragraph 7pda&l ini harus dapat diakses oleh
publik apabila tidak inkonsisten dengan hukum djara pihak yang bersangkutan.
Sanksi hukum terhadap pelanggaran hanya ditujukatakupelanggaran
terhadap aturan bagi jenis-jenis tumbuhan anggeeig ydilindungi undang-undang,
sedangkan untuk pelanggaran terhadap tumbuhan eknggng tidak dilindungi
undang-undang belum aturan mengenai sanksi hukun®gsuai dengan ketentuan
internasional, yaitu Konvensi CITES mewajibkan magaanggota untuk dapat
memberikan sanksi hukum yang berkaitan dengan-jenis yang termasuk dalam
Appendix CITES, yang banyak di antaranya termasukbuhan anggrek yang tidak
dilindungi undang-undang. Selain itu juga tidakd&rat sanksi hukum terhadap
pelanggaran Konvensi CITES terhadap jenis-jenisgyaerasal dari luar negeri.
Besarnya sanksi, baik kurungan maupun denda, yaitksimal 5 (lima) tahun dan
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), perlinjdit kembali karena sudah tidak
sesuai dengan perkembangan bila dibandingkan desagdesi Undang-undang Nomor
41 Tahun 1941 tentang Kehutanan sebesar Rp. 5@D00D,00 (lima milyar rupiah),
apalagi sanksi tersebut bersifat maksimal dan tatkk ketentuan minimalnya sehingga
dalam putusannya bisa sangat minim sekali atauruesanya tidak akan nampak.

Kecuali itu, besarnya sanksi untuk pelanggararatip jenis-jenis tumbuhan anggrek
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yang pada saat ini tidak dilindungi, namun perkeddalikan, harus ditetapkan cukup
besar, agar pemanfaatannya dapat dikendalikan dédrzgia

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran perdagatgabuhan anggrek,
yang menyangkut jenis tumbuhan anggrek yang tidaiddngi undang-undang belum
dilaksanakan secara efektif karena ketentuan daksshukum terhadap pelanggaran
tersebut belum diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 196bagai hukum positif di
Indonesia. Pihak lain, negara anggota Konvensi GIT&rus dapat menerapkan sanksi
hukum terhadap pelanggaran terhadap jenis-jenibuban anggrek yang termasuk
dalam Appendix CITES, baik yang dilindungi maupuang tidak dilindungi atau
berasal dari negara lain/impor.

Konservasi keanekargaman hayati harus mendapatt@sigyang sangat tinggi,
apabila kita tidak ingin menyaksikan terjadinyausakan ekosistem, kepunahan masal
terhadap jenis-jenis tumbuhan anggrek serta sundagm genetik, yang bahkan
sebelumnya sempat diketahui keberadaan dan furagsikgnservasi keanekaragaman
hayati itu perlu dilaksanakan melalui suatu siskegislasi nasional yang memadai, agar
konservasi secara terintegrasi dan komprehensifaitingkat keanekaragaman hayati,

yaitu tingkat ekosistem, spesies, dan genetik dédifktsanakan dengan baik.



BAB V
PENUTUP
5.1Kesimpulan
Setelah menganalisis dan membahas permasalahag tebul dalam
perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhaggreln dalam upaya

pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lesag telah dilaksanakan di

Indonesia berdasarkan ratifikasi Konvensi CITES kanaapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Bahwa tumbuhan anggrek di Indonesia mempunyai kaanyang berbeda dengan
wilayah negara lain dan hanya ada di daerah terteligisi lain tumbuhan anggrek
juga merupakan komoditas perdagangan dalam damégari sehingga tumbuhan
anggrek dapat diklasifikasikan sebagai sumber ddgen hayati. Namun dalam
kenyataan akibat terjadinya penebangan iigél logging dan perdagangan yang
tidak terkendali dapat mengakibatkan berkurangropulasi yang akhirnya dapat
mengakibatkan kepunahan, maka pemanfaatan tumbudwaggrek untuk
kepentingan konservasi dan ekonomi (perdagangamu pdilestarikan dan
dilindungi keberadaannya.

2. Peraturan tentang komoditas perdagangan tumbulggnedn bila diperbandingkan
antara Konvensi CITES dengan UU Nomor 5 Tahun 18@fapat prinsip kepastian
hukum, prinsip pemanfaatan dan prinsip perlindundaskum sudah sesuai.
Kesesuaian tersebut dapat dilihat dengan adanydupan dasar yang jelas, tegas
dan menyeluruh sehingga dapat menjamin adanya ti@paBukum terhadap

perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatder daya alam hayati
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secara lestari. Kesesuaian tersebut tidaklah memyeldan ada beberapa hal yang
tidak sesuai, yaitu :

Pertama, bahwa dalam Konvensi CITES tumbuhan akgdigolongkan dalam
Appendix I, Il dan Ill, sedangkan dalam UU Nomoir&hun 1990 digolongkan 2
golongan, yaitu tumbuhan anggrek yang dilindungi diédak dilindungi undang-
undang. Penggolongan tumbuhan anggrek yang tidalk sarsebut menimbulkan
pemaknaan yang ganda sehingga timbul kekaburamdsaanfaatan perdagangan
internasional tumbuhan anggrek tersebut.

Kedua, PP Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2) nikeya bahwa pemegang izin
penangkaran sekaligus juga izin untuk dapat mémjasil penangkaran setelah
memenuhi standar kualifikasi penangkaran. Namudasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.19/Menhi20005 dan Nomor :
447/Kpts-11/2003, meskipun sudah mendapatkan izmapgkaran tidak secara
otomatis mendapatkan izin dapat menjual (izin ekspduk perdagangan ke luar
negeri). Pengakuan izin ekspor terlebih dahulu shyanengajukan permohonan ke
Ditien PHKA, sehingga pelaksanaan Konvensi CITESd@gangan tumbuhan
anggrek di Indonesia terjadi inkonsisten. Menuritdrki peraturan perundangan di
Indonesia, Peraturan Menteri Kehutanan tidak boremyimpang dari Peraturan

Pemerintah dalam ketentuan yang sama.
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3. Terhadap pemanfaatan komoditas perdagangan hamtanggrek, dengan berpijak
pada prinsip kepastian hukum, pemanfaatan damgarigan hukum, maka prinsip
yang tepat dalam pelaksanan perdagangan tumbulggreindi era globalisasi
adalah prinsip perlindungan hukum khususnya liarkadengan pemaknaan
penggolongan, prosedur perizinan dan sanksi tephagéanggaran perdagangan
tumbuhan anggrek harus disesuaikan dengan KonG¢hEiS.

5.2 Saran

Hasil analisis dan pembahasan permasalahan yamgltidalam perlindungan
hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek dabayaupemanfaatan sumber
daya alam hayati secara lestari yang telah diladsan di Indonesia berdasarkan
ratifikasi Konvensi CITES, maka penulis memberikaaran kepada Departemen

Kehutanan Republik Indonesia sebagai otoritas pelagévianagement Othorijydan

LIPI sebagai otoritas keilmuaB¢ientific Othority sebagai berikut:

1. Penggolongan tumbuhan anggrek sesuai dengan UU Nefahun 1990 Pasal 20
ayat (1) jo PP Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 20 ayaty@llg menggolongkan
tumbuhan dan satwa menjadi dilindungi dan tidakndilngi undang-undang
sebaiknya mengikuti ketentuan Konvensi CITES, y&iapendix |, Appendix I,
Appendix, lll, Appendix IV, Appendix V dan Non Appdix, agar tidak timbul
pemaknaan ganda/kabur terhadap penggolongan tumlamiggrek antara Konvensi
CITES dengan peraturan pemerintahannya disesusétangga perlu direvisi.

2. Terjadinya inkonsisten antara PP No.8 Tahun 1999alPQ ayat (2), yang
menyatakan bahwa pemegang izin penangkaran sekgliga izin untuk dapat

menjual hasil penangkaran setelah memenuhi stakdalifikasi penangkaran.
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Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri KehutaoamiN: 447/Kpts-11/2003,
bahwa izin ekspor tersebut masih diperlukan permahazin lagi. Menurut asas
ilmu hukum dalam ketentuan yang mengatur hal yamgas, peraturan yang lebih
rendah derajatnya (heirarki peraturan perundangroiangan) tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang lebih tingggh Glrena Peraturan Menteri
Kehutanan derajatnya lebih rendah dengan peratpeamerintah maka peraturan
Menteri Kehutanan tidak boleh menyimpang dari peeat pemerintah, sehingga
perlu dikaji kembali peraturan pemerintah dan pegeat Menteri Kehutanan yang
mengatur hal yang sama agar tidak terjadi inkossist

. Ketentuan Konvensi CITES mewajibkan negara anggiitmvensi CITES
memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran pamdag yang termasuk dalam
Appendix CITES. Sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahu®0l®engaturan tentang
sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran hanygukhiu terhadap jenis-jenis
yang dilindungi, sedangkan yang tidak dilindungiub®e ada pengaturan mengenai
sanksi hukumnya. Tumbuhan anggrek menurut Konv@hBES seluruhnya tanpa
membedakan antara yang dilindungi dan tidak dilmgddermasuk dalam Appendix
CITES. Oleh karena itu dalam UU Nomor 5 Tahun 19fhgan peraturan
pemerintah perlu menambahkan pengaturan mengenksis@rhadap pelanggar
perdagangan tumbuhan anggrek yang tidak dilindundang-undang. Akibat tidak
adanya sanksi dimungkinkan ekspor tumbuhan anggeelg tidak dilindungi
ternyata termasuk dalam Appendix CITES yang dapgendkan sanksi menurut
Konvensi CITES, tentunya akan berdampak disatup&silaian terhadap negara

pengekspor, dilain sisi terhadap pengusaha/pengekaian terkenablack list.
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Untuk merealisasikan prinsip perlindungan hukumngyp kepastian hukum, dan
prinsip pemanfaatan bagi perdagangan tumbuhan elnggrta konservasinya.

. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Konvensi CITESndbnesia perlu adanya
sosialisasi ketentuan Konvensi CITES kepada makgarduas agar dalam
pelaksanaan perdagangan tumbuhan anggrek dalama ymaganfaatan sumber
daya alam hayati secara lestari dapat berjalanatebgik dan sesuai ketentuan
perdagangan internasional terhadap tumbuhan anggaeky termasuk dalam

kategori terancam punah.
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